BAB III
KONSEP ELASTISITAS HUKUM ISLAM PERSPEKTIF

YUSUF AL-QARDAWI

A. Karakteristik Hukum Islam Perspektif Yusuf al-Qardawi

Sebelum masuk pada pembahasan konsep Elastisitas Hukum Islam
perspektif Yusuf al-Qardawi secara spesifik dan mendalam, terlebih dahulu
akan dipaparkan pembahasan mengenai Karakteristik Hukum Islam
perspektif al-Qardawi. Penulis menganggap penting hal ini mengingat
elastisitas hukum Islam tidak akan terwujud jika hukum Islam tidak lebih
dahulu memiliki hal-hal yang bersifat subtantif, hal-hal yang bersifat
mendasar, hal-hal yang bersifat orsinil (a/-asalah), serta hal-hal yang menjadi
ciri khas atau karakteristik (khasais). pembahasan ini dimaksudkan agar
sesegera mungkin dapat diketahui bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas
(murunah) karena hukum Islam memiliki karakteritik (a/-khasais). Untuk itu
penulis menganggap penting mengulas lebih dulu karakteristik hukum Islam
sebelum membicarakan lebih rinci tentang konsep elastisitas hukum Islam

perspektif Yusuf al-Qardawi.

Allah SWT telah menurunkan agama Islam kepada umat manusia di
muka bumi ini dengan perantaraan nabi terakhirNYA yang bernama
Muhammad SAW. Agama Islam yang dibawa ini merupakan agama yang
universal yang mengandung aturan-aturan yang langsung dari Allah SWT
(Shari‘ah Rabbaniyah) agar manusia nantinya selamat baik di dunia maupun

di akhirat.
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Pada masa Rasulullah, segala permasalahan yang dihadapi manusia
bisa langsung dipertanyakan kepadanya dan seketika itu pula jawaban bisa
langsung didapatkan melalui wahyu yang turun. Secara tidak langsung
kenyataan semacam itu berimplikasi pada kesimpulan sementara bahwa
jawaban yang disampaikan oleh Rasul (wahyu) terhadap pertanyan—
pertanyaan tersebut, merupakan jawaban yang temporal dan kasuistik dan
tidak bisa diterapkan pada siapapun yang memiliki kasus danb permasalahan
yang berbeda situasi maupun kondisi apalagi berbeda zaman, karena tidak
mungkin jawaban tersebut dapat sesuai atau cocok jika diterapkan pada

obyek maupun konteks yang berbeda.

Seperti yang telah penulis sampaikan pada bab I, walaupun hukum
Islam bersumber pada wahyu atau teks yang bersifat permanen, final dan
tidak mungkin berkembang, baik berupa Kalam [lahi mauvpun Hadith al-
Nabi, secara defacto hukum Islam tidak bisa dikatakan telah final. Hukum
Islam akan terus berkembang dan bersesuaian dengan berbedanya situasi-

kondisi maupun berubahnya zaman.' Hukum Islam® miliki faktor-faktor dan

'"Terdapat satu kaidah fikih yang mewakili kondisi tersebut yang dipopulerkan oleh Ibn al-
Qayyim (W. 1350 M.), yaitu J/ss¥)s LSV 48 3¥) a5l ,u5 “Perubahan fatwa (hukum)
sebab berubahnya masa, tempat dan keadaan. Lihat, ’Ibn al-Qayyim al-Jawziyah, /7am al-
Muwaqqi ‘in, Juz 111, (Kairo: Maktabat al-Kulliyah al-Azhariyah, 1969), 03.

*Hukum Islam dalam tradisi pemikiran keislaman diistilahkan dengan “a/-Shari‘ah” dan “al-
Figh”. Kedua istilah itu, terkadang dicampuradukkan sehingga tidak jarang ketika seseorang
menyebut kata “al-Shari‘ah” maka yang dimaksud adalah hukum Islam, dan ketika menyebut
kata “al-Figh” yang dimaksud adalah hukum Islam. Padahal kedua istilah itu jika dilihat dari
sudut etimologi maupun terminologi mengandung makna yang berbeda. Pencampuradukan kedua
istilah tersebut bukan saja mempunyai konsekwensi pada ranah penalaran namun juga menyentuh
pada aspek kaburnya antara dimensi normatif dan historis, anatara dimensi //ahiyah dan
Insaniyah. Oleh karenanya, ketiga istilah tersebut (syariat, fikih dan hukum Islam) menurut Hasbi
Ash Shidieqy telah menjadi sebuah istilah yang identik dalam penggunaannya meskipun istilah-
istilah tersebut sebenarnya berbeda dari sudut historis dan makna literalnya. Lihat, M. Hasbi Ash
Shidieqy, Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman (Jakarta: Bulan Bintang, 1966), 03. Lihat
pula, Mutawalli, Perspektif Muhammad Sa‘id al-Ashmawi: Historitas Shari‘ah, Ulumuna, Vol.
XIII, No. 1 (Juni, 2009), 23-24.
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dimensi-dimensi yang menyebabkannya tidak mengalamai stagnasi dan
finalisasi, bahkan hukum Islam akan selalu aplikatif pada setiap dimensinya

dan dapat menerima perubahan serta tidak menolak pembaharuan.

Menurut al-Qardawi, syariat Islam’ atau hukum Islam bisa
menerima perubahan serta mau menerima pembaharuan karena syariat Islam
didasari atas beberapa hal, diantaranya adalah memiliki nilai orsinalitas (a/-
Asalah). Selain itu, hukum Islam juga memiliki karakteristik yang berbeda
dengan hukum maupun undang-undang lain yang ada di muka bumi ini, baik
berbeda dari segi sumber, pijakan, tujuan ataupun orientasinya, sehingga
hukum Islam berpeluang untuk dilakukan pembaharuvan (fzjdid) dan bisa

dilakukan perubahan (taghyir).

Dalam bukunya yang berjudul a/-Figh al-Islami Bayn al-Asalat wa
al-Tajdid, al-Qardawi mengemukakan sebelas karakteristik (khasais) yang
dimiliki oleh fikih Islam.* Berikut akan disampaikan kesebelas karakteristik

tersebut:
1. Berasaskan Ketuhanan ( b)) oY) )

Karakteristik pertama yang dimiliki fikih Islam adalah

landasannya yang berasaskan ketuhanan (al-Asas al-Rabbani) yang

*Menurut al-Qardawi pengertian syariat memiliki perbedaan dengan fikih walaupun sebagian
orang telah kabur dalam menyebut istilah syariat, fikih dan hukum Islam. Menurutnya, syariat
adalah: A AV 5 Gl s plea¥) (e Leie g i Loy Aiadl s QS (e AVL A4ED A8 o Al 4255 Lo
“Hukum-hukum yang telah di ditetapkan oleh Allah dengan dalil-dalil dari al-Qur’an dan al-
Hadith; dan hukum yang keluar darinya yang berupa al-ljma’, al-Qiyas dan dailil-dalil yang lain”.
Sedangkah fikih adalah Zluadill el e dleal) Lo 8l HSSY) Ly @il ol “Suatu ilmu yang
berhubungan langsung dengan penggalian hukum-hukum syara’ yang bersifat pengamalan, yang
dihasilkan dari dalil-dalil yang bersifat terperinci”. Syariat adalah puncak pencapaian (al-Ghayah)
sedangkan fikih adalah metode atau cara (al-7arig). Lihat, al-Qardawi, Madkhal li-Dirasat al-
Figh al-Islami (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1993), 21.

*Al-Qardawi, al-Figh al-Islami Bayn al-Asalah wa al-Tajdid (Kairo: Maktabat Wahbah, 1999), 7.
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mana sumber utama dari asas ini adalah kalam [/ahi atau wahyu. Dari
wahyu itulah syariat / fikih ditetapkan, selain memandang dan
mempertimbangkan prinsip-prinsip agama serta kaidah-kaidah fikih,
serta mempertimbangkan tujuan dan orientasinya (Maqgasid al-

Shari‘ah).’

Oleh karena hukum Islam berasaskan wahyu, maka mentaati
serta mengamalkan hukum-hukum tersebut dianggap sebagai ibadah dan
qurbah kepada Allah, seperti halnya shalat, puasa, sedekah dan lain-lain,
bahkan menerima ketentuan hukum-hukumnya dengan rid/a, dengan
lapang dada, dan berserah diri dengan sepenuh hati merupakan hal yang

menjadikan sempurnanya iman.

Hal ini didasarkan atas firman Allah dalam surat al-Nisa’ ayat 65

yang berbunyi:

s s pgnaiil 3 1 5anY o8 agin sl Led &l paSay in (slaty Y el ) D3

“Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman
hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang
mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati
mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan

mereka menerima dengan sepenuhnya”.®

2. Bersifat Keagamaan ( ) g ) sl )’

’Ibid, 7. Lihat pula, al-Qardawi, Madkhal Ii Dirasat al-Shari‘ah al-Islamiyah, 83.
% Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 04: 65.
"al-Qardawi, al-Figh al-Islami, 87. Lihat, al-Qardawi, Madkhal Ii Dirasat al-Figh, 83.
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Bermula dari al-Asas al-Rabbani, fikih Islam memunculkan
karakteristik yang kedua yang disebut dengan “bersifat keagamaan”
( Y g 35l yaitu, melekatnya jiwa beragama yang mengikat pada
pemeluknya dengan konsep tertentu yang dalam hal ini adalah berupa
konsep halal dan haram. Dengan karakteristik kedua ini, ketaatan
seseorang pada hukum-hukum fikih bukan karena adanya rasa takut
pada sanksi dari penguasa (sebagaimana hukum konfensional) namun

disebabkan karena ada dorongan rasa takut atas pengawasan Allah

SWT.?

Seseorang mungkin saja bisa menghindar dan terlepas dari sanksi
hukum dunia (hukum konvensianal) namun karena ia memiliki jiwa
beragama ( 4l s 5501 ) yang melekat dengan kuat maka ia merasa
tidak akan dapat mengelak dari keadilan Tuhan kelak di akhirat nanti.
Hal inilah yang menyebabkan kepada setiap individu akan selalu
mengawasi dirinya sendiri agar dirinya nanti tidak akan meninggalkan
atau menyalahi hukum-hukum yang ada yang mengakibatkan dia tidak

bisa lari dari siksaan akhirat yang maha pedih dan maha menyakitkan.

3. Bersifat Kemanusiaan ( 4xludy!)

*Dalam karyanya Madkhal Ii Dirasat al-Figh, al-Qardawi menggunakan istilah lain dalam
memaknai karakteristik yang kedua itu. Ia mengatakan dengan istilah: da »ill plSaY Jgdl) 5 ol yia¥),
maksudnya, bermula dari karakteristik a/-Asas al-Rabbani maka seseorang akan memulyakan dan
menerima hukum-hukum syariat dengan patuh dan taat. Hal ini disebabkan karena bagi seorang
muslim ketika ia melakukan sebuah ketaatan dan kepatuhan bahkan berkenan mengerjakan apa
saja yang diperintahkanNY A maka ia merasa bahkan yaqin bahwa semua itu merupakan bentuk
ibadah dan fagarrub terhadapNYA.
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Karakteristik fikih Islam yang ketiga adalah bersifat insaniyah.
Maksudnya adalah Islam sangat mengakui keberadaan manusia,
memelihara fitrahnya, mengakui hakekat manusia secara menyeluruh
mulai dari tubuh, jiwa, akal dan perasaannya, memelihara kemuliaannya
baik ketika masih hidup ataupun sudah mati dan menjaganya dari semua
musuh, bahkan sampai pada janin yang berasal dari perbuatan haram,
semuanya diakui dan dijaga kehormatan serta hak-haknya oleh Islam

dengan istilah Huquq al-Insan.”

Dalam hal ini, Al-Qardawi menyitir hadits yang diriwayatkan
oleh al-Bukhari bahwa suatu saat ada janazah orang yahudi sedang
diusung dan lewat didepan Nabi Muhammad SAW, kemudian beliau
berdiri untuk memberi penghormatan. Para sahabat yang melihatnya
serta merta memberi tahu dengan berkata: “Ya Rasul, itu adalah jenazah
orang Yahudi!” kemudian Rasul dengan tenang menjawab: “Apakah dia
bukan manusia?".'® Dari hadith ini jelas sekali bahwa Islam mengajarkan
pada umatnya menghormati dan menghargai siapapun yang ada di bumi
ini walaupun berbeda keyaqinan dan agama, sekalipun dia telah
meninggal dunia.'' Kenyataan seperti ini cocok dan sesuai dengan
sebuah statemen yang menyatakan “Islam benar-benar memanusiakan

manusia’.

’ Al-Qardawi, al-Figh al-Islam, 9.

"Abi ‘Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn al-Mughirah Al-Bukhari, Sahih al-
Bukhari, Vol 11 (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1971), 319.

""" Al-Qardawi, al-Figh al-Islami, 9-10.
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Ungkapan tersebut tidak berlebihan, sebagai bukti, al-Qardawi
telah menyatakan bahwa hukum fikih sangat memperhatikan masalah
kemanusiaan. Hal ini terbukti, dalam khazanah ilmu fikih kajian yang
secara khusus membahas tentang * ‘wbudiyah’ hanya berkisar
seperempat  dari keseluruhan kajian fikih. Selebihnya, fikih
membicarakan hal-hal yang berkaitan erat dengan persoalan
kemanusiaan, mulai dari aAwal al-Shakhsiyah (hukum personal atau
hukum keluarga), jinayah (pidana Islam), ‘uqubah (sanksi), mu‘amalah
(transaksi, seperti jual-beli, sewa, gadai dll.) dan munakahah
(pernikahan), semuanya menyangkut hubungan pribadi seseorang

dengan orang lain dalam sebuah jalinan ikatan.'?

Bahkan jika kita memperhatikan fikih yang bersifat ‘wbudiyah,
maka tidak jarang pula pembahasannya berdimensi insaniyah. Misalnya,
zakat harta (mal), yang (secara tidak langsung) mewajibkan semua umat
muslim yang mampu sekaligus telah mencapai batas yang telah
ditentukan (nmisab) untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk
diberikan kepada yang berhak menerimanya (a/-mustahiqqin) sebagai
tanda ketaatan pada Alloh. Demikian pula shalat, walaupun pada
hakikatnya ia merupakan ibadah mahdah namun salat merupakan ibadah
yang memiliki nilai /nsaniyah yang tinggi. Sebagaimana telah diketahui
bahwa tanda-tanda diterima salat seseorang disisi Allah SWT adalah

orang tersebut mau meninggalkan perbuatan-perbuatan keji dan

"2al-Qardawi, Karakteristik Islam; Kajian Analitik, Terj. Rafi* Munawwar (Surabaya: Risalah
Gusti, 1995), 75.
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mungkar. Dia tidak lagi berbuat tidak baik dan berbuat merugikan orang

lain."
4. Bersifat Komprehensif ( 4alay) g J galll)

Karakteristik fikih Islam yang membedakan dengan hukum lain
diantaranya lagi adalah a/-Shumul wa al-lThatah (bersifat mencakup dan
meliput, dengan bahasa yang lebih tepat yaitu komprehensif). Hukum

Islam mencakup segala aspek kehidupan, mulai dari kehiduan spiritual (
da 511 ), kehidupan material (43} ), kehidupan individu dan sosial
kemasyarakatan ( 4xcliay)s 40 8 ) bahkan sampai pada kehidupan
beragama dan politik, hukum Islam mencakup semuanya dan tidak
pernah meninggalkan salah satu aspekpun dari semua aspek-aspek
tersebut, kecuali semuanya diatur dan ditata oleh Islam. Mulai dari
urusan hidangan (makan dan minum), sampai pada urusan bagaimana
membangun sebuah negara, dan bahkan sampai pada taraf bagaimana

cara mengatur harta dengan baik dan efisien.'

Dengan bahasa lain, ke-komprehensif-an yang dimiliki oleh
hukum Islam adalah selain ia mengatur hubungan vertikal antara
manusia dengan penciptanya, hukum Islam juga mengatur hubungan
horizontal antar sesama umat manusia. Hal ini tentu berbeda sama sekali

dengan hukum atau undang-undang buatan manusia yang hanya

Hal itu sesuai dengan QS. A/-‘Ankabut ayat 29 yang berbunyi: 0 (¢ 8shall () & sloall i 5
Siall 5 ¢Liadll “Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar.
Dikuatkan pula dengan hadith Nabi yang berbunyi: 233 al JSiall 5 sliadll (e 4% ol 83ba Lo (10
lamy ) &) (e L2 “Barang siapa melaksanakan shalat namun shalatnya tidak mampu mencegah dari
perbuatan keji dan munkar maka tidaklah bertambah baginya kecuali jauhnya dari Allah”.

"al-Qardawi, al-Figh al-Islamf, 10.
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mengatur hubungan horizontal semata dan tidak sampai menyentuh
ranah wbudiyah, etika serta moral sebagaimana yang diatur oleh hukum

Islam.
5. Moralitas (3-,133\5i )

Perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh hukum Islam jika
dibandingkan dengan hukum yang lain adalah hukum Islam sangat
menjunjung tinggi nilai moral pada semua lini hukum yang ada, baik
yang berkenaan dengan ibadah, interaksi dengan orang lain
(mu‘amalah), peradilan / pidana, maupun hal-hal yang menyangkut
kenegaraan bahkan dalam hal perekonomian.”” Dalam Islam apapun
perbuatan yang dikerjakan asal mengandung unsur keji atau kotor

(&l dilarang dan hukumnya haram sedangkan perbuatan yang
mengandung kebajikan (<lwsll) selalu  dianjurkan atau bahkan

terkadang hukumnya wajib.

Hukum Islam tidak menghendaki adanya pemisahan antara
moralitas dan seluruh aktifitas yang dilakukan oleh manusia. Apapun
bentuk kegiatan yang dikerjakan harus selalu disertai moral, seperti
aktifitas ekonomi, politik, budaya, bergaul dengan orang lain dan

bahkan perang sekalipun semuanya harus menjunjung tinggi moralitas.

Sebagai contoh dan bukti bahwa hukum Islam berkorelasi erat
dengan moralitas adalah hukum pidana Islam. Dalam hukum tersebut

terdapat ketentuan bahwa barang siapa yang melakukan perbuatan zina

15 Ibid, 11.
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(hubungan seksual diluar nikah) maka diancam dengan hukuman
cambuk sebanyak seratus kali di depan umum (al-Qur’an 24: 02). Hal
itu disebabkan karena Islam memandang perbuatan zina sebagai
perbuatan yang keji dan merupakan perbuatan terburuk yang ditempuh
oleh manusia yang beradab (al-Qur’an, 17: 32). Begitu pula dengan
melakukan riba, dilarang oleh hukum Islam karena hal tersebut
merupakan perbuatan yang tidak bermoral karena memakan hak orang

lain ( al-Qur’an, 02: 278-279).

6. Bersifat Universal ( 4xllal))

Karakteristik yang keenam, yang dimiliki oleh hukum Islam
adalah dimensi universlitas ( 4xllell ), Walaupun hukum Islam dimulai

dari negara Arab (al-Qur’an merupakan sumber utama hukum Islam dan
diturunkan disana), bahkan ditulis dengan menggunakan bahasa arab
pula namun hukum Islam bukan berarti terbatas hanya untuk orang arab
saja.'® Hukum Islam diciptakan untuk umat seluruh alam sebagaimana
diungkap oleh al-Qur’an dalam surat a/-Furgan ayat 1, yang artinya: “
Maha suci Allah yang telah menurunkan al-Furqan (al-Qur’an) kepada

hambanya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam

semesta’’'’ Begitu pula dengan sumber kedua hukum Islam yang berupa

' Al-Qardawi, al-Figh al-Islam, 12.
"7 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 25:1.
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al-Hadlth, ia tidak hanya diperuntukkan kepada orang arab saja namun
ditujukan kepada semua umat manusia, sebagaimana pernyataan al-
Qur’an surat al-Anbiya’ ayat 107, yang artinya: “Dan tidaklah kami
mengutus kamu (Muhammad) melainkan untuk menjadi rahmat bagi
semesta alam”.'® Dengan kata lain, Nabi Muhammad SAW diturunkan

tidak khusus untuk umatnya saja namun untuk umat sekalian alam.'’
7. Bersifat Sistematis (4 g all )

Karakteristik berikutnya yang dimiliki oleh hukum Islam adalah
bersifat mawdu‘iyah (sistematis/tematik). Hukum Islam berorientasi
pada kemudahan dan jauh dari kesulitan-kesulitan yang bersifat
formalitas (al-ta‘gidat al-shakliyah), berbeda dengan hukum romawi
misalnya, yang cenderung idealis (naz ‘at dhatiyah) dan berorientasi pada
formalitas (shakliyah).”® Hal ini juga diakui oleh sebagian pemerhati
hukum Islam seperti halnya Joseph Schacht yang mengatakan bahwa
hukum Islam itu bersifat sistematis. Ia memiliki doktrin-doktrin yang

anatara satu dengan yang lainnya saling bertalian secara logis.'

Berkaitan dengan hal ini, al-Qardawi mengutip perkataan ‘Ali
Badawi seorang mantan dekan fakultas hukum Universitas Kairo,

setelah ia melakukan penelitian seputar perbandiangan hukum Islam

'8 Ibid, 21:107.

""Nabi Muhammad juga telah memberikan statemen atas ke-universal-an Islam dengan
mengatakan:

S Q) ) gy Aals dad ) Gy il S5 1 4 -8 sl el Y Lued cukel Lihat, al-
Qardawi, Shari‘at al-Islam Shalihat Ii al-Tatbiq fi Kull Zaman wa Makan (Kairo: Dar al-Sahwah
li al-Tawzi‘ wa al-Nashr, 1993), 16.

% Al-Qardawi, al-Figh al-Islami, 13.
*! Joseph schacht, Pengantar Hukum Islam, Terj. Moh. Said dkk (Jakarta: Dirjen Kelembagaan
Agama Islam DEPAG RI, 1985), 259.
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dengan hukum Romawi (hukum yang dijadikan patokan atau pedoman
oleh bangsa-bangsa Eropa), ia mengatakan bahwa hukum romawi
sangatlah formalistik, dalam semua aturan hukumnya menuntut adanya
aturan-aturan yang bersifat ceremony (rasmiyah), sedangkan hukum
Islam cenderung terbebas dari formalitas dan memudahkan bagi siapa

saja yang berinteraksi dengannya.*

8. Bersifat Moderat ( 4w ol )

Fikih Islam memiliki karakteritik moderat. Dengan karakteristik
ini fikih Islam selalu berada posisi adil dan berimbang (a/-i ‘tidal wa al-
tawazun) sehingga jauh dari berlebihan dan keluar dari batas-batas
kewajaran. Kenyataan semacam ini, secara tak langsung merupakan
salah satu dampak yang muncul dari melekatnya dimensi ketuhanan (a/-

Rabbaniyah) yang ada pada hukum Islam.*

Menurut al-Qardawi, sikap moderat adalah keseimbangan
diantara dua jalan yang saling berhadapan ataupun saling berlawanan,
yang mana salah satu dari keduanya tidak bisa berpengaruh dengan

sendirinya dengan tanpa mengabaikan sisi yang lain.**

Al-Qur’an secara jelas telah menyatakan atas kemoderatan yang
diambil oleh Islam dan menyebutnya dengan istilah a/-Sirar al-

Mustaqim (jalan yang lurus). Selain itu Allah juga memuji umat Islam

22 Ibid, 14.
2 Ibid.

**Al-Qardawi, Karakteristik Islam; Kajian Analitik, 144.
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dengan ungkapan yang tertera dalam surat al-Baqarah ayat 143, yang

berbunyi:
Uass 5 daf aSUilea SIS

“Demikian pula, kami telah menjadikan kalian semua umat yang
moderat™?’

Kemoderatan yang dimiliki hukum Islam, tentunya susah
ditemukan dalam hukum-hukum positif buatan manusia yang pada
kenyaatannya masih banyak yang menimbulkan kontradiksi,
sebagaimana dijumpai dalam aliran-aliran filsafat hukum antara
spiritualisme (al-ruhiyah) dan materialisme (al-maddiyah), antara
individualisme (a/-fardiyah) dan keloktifisme (a/-jama‘iyah), dan antara

idealisme (al-mithaliyah) dan empirisme (al- wagi ‘iyah).*®
9. Menyeimbangkan Antara Hal Yang Bersifat Individu dan Kolektif (

e Laadl 5 4 8l G ()15 )

Berpijak dari karakteristik a/-Wasatiyvah yang dimiliki oleh
hukum Islam, sebagaimana dikemukakan diatas, muncul karakteritik
fikih yang dapat menyeimbangkan antara dua kecondongan yang saling
kontradiktif, yaitu antara individualisme (a/-fardiyah) dan kolektifisme
(al-jama‘iyah). Fikih Islam berada pada posisi tengah dari kedua aliran

tersebut, ia tidak terlalu bebas dalam bertindak namun juga tidak terlalu

“Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 02: 143. Dalam tafsir al-Tabari
disebutkan bahwa kata wasat (~s) bermakna a/-‘ad/ atau al-I‘tidal yang memiliki arti seimbang
atau bersikap tengah-tengah. Lihat, Abu Ja‘far Muhammad Ibn Jarir al-Tabari, Jami‘ al-Bayan
2‘?11 Ta’wil Ayy al-Qur’an, Vol. 1l (Bairut: Dar al-Fikr, 2001), 10-11.

Ibid, 15.
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inklusif sehingga tidak seperti hukum positif pada umumnya, yang
sedang berkembang di negara-negara barat yang cenderung liberal dan

individualis.?’

Dapat digambarkan sebagai iplementasi sikap fawazun yang
dimiliki oleh hukum Islam, misalnya pada konsep kepemilikan. Fikih
Islam sangat mengakui atas hak kepemilikan individu, tidak seperti
aliran marxisme yang memiliki tipologi menafikan kepemilikan kolektif,
tidak pula sebagaimana aliran kapitalisme yang memberikan kebebasan
yang absolut atas sesuatu. Dengan kata lain, fikih Islam mengakui akan
hak kepemilikan individu namun dibatasi dengan berbagai syarat serta

cara memeroleh dan menggunakannya.*®
10. Memiliki Teori dan Kaidah Umum (448} 4day) ga 4 pual )

Diantara hal-hal yang membedakan antara hukum Islam dengan
undang-undang maupun hukum yang telah ada, bahkan mampu
mengunggulinya adalah atas kepemilikan hukum Islam pada seperangkat
teori dan kaidah umum yang mengatur penggalian hukum (istinbat al-
ahkam), baik berupa metode bayan dan tafSir yang digunakan untuk
menggali hukum-hukum yang sudah ada nasnya, maupun dengan
metode giyas, istihsan dan istislah terhadap hukum-hukum yang tidak
ada dalilnya. Mengenai istilah-istilah tersebut dibahas secara mendalam

pada kajian usul fikih.*’

7 Al-Qardawi, al-Figh al-Islami, 15.
** Ibid, 18.
** al-Qardawi, al-Figh al-Islamf, 19.
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Al-Qardawi mengutip pernyataan Al-Sanhuri dalam bukunya
Usul al-Qanun, dimana al-Sanhuri mengatakan bahwa hukum Islam
berbeda sama sekali dengan hukum romawi. Salah satu perbedaannya
adalah pada sumbernya. Hukum romawi pada mulanya adalah berupa
tradisi-tradisi yang ada di masyarakat kemudian dikembangkan dengan
menggunakan metode dakwaan sehingga menjadi aturan-aturan yang
bersifat formalistik di instusi peradilan. Berbeda dengan hukum Islam,
pada mulanya berupa wahyu dari Allah kemudian berkembang melalui
metode logika-analogi (al-giyas al-mantiqgi), kemudian oleh para ahli

hukum (fugaha’ dirumuskan dengan menggunakan prinsip-prinsip

panggalian hukum (istinbat al-ahkam) sehingga lahirlah hukum Islam.*
11. Mampu Berkembang dan Diperbarui (2 23l 5 elaill e 3 jadll )

Karakteristik yang dimiliki oleh hukum Islam perspektif al-
Qardawi yang terakhir adalah sifat elastis (murunah) sehingga mampu
memberikan ruang gerak terhadap hukum Islam untuk berkembang dan

mengadakan pembaharuan.’’ Dengan karakteristik ini hukum Islam

> Ibid.

'Hal tersebut tentu tidak menafikan atas kenyataan yang ada bahwa hukum Islam tidak
semuanya bisa berkembang dan bisa diperbarui. Hukum Islam yang masuk pada kategori ibadah
mahdah seperti halnya shalat, puasa dan haji merupakan ibadah yang bersifat dogmatikal, ghair
ma‘qul al-ma‘na (unreassonable). Pada kategori ini fikih tidak boleh dikembangkan apalagi
diperbarui. Sedangkan hukum Islam yang tidak menyangkut ibadah mahdah yakni ibadah ghair
mahdah hukumnya bersifat ma‘qul al-ma‘na (reassonable) yakni bisa dijabarkan serta
penerapannya berlaku proses kontekstualisasi. Lihat, Sjechul Hadi Permono, Dinamisasi Hukum
Islam Dalam Menjawab Tantangan Era Globalisasi (tt, Demak Press, 2002). 11-12. Pembaharuan
fikih yang dimaksud al-Qardawi disini bukanlah westernisasi ( 7aghrib-pembaratan), bukan pula
menganggap remeh atas hal yang lama (a/-Qadim) dan membuka setiap hal yang baru (a/-Jadid)
dengan anggapan bahwa setiap hal yang baru adalah simbol dari kemajuan sedangkan hal yang
lama merupakan simbol kemunduran. Pembahuran yang dimaksud al-Qardawi adalah suatu upaya
untuk memelihara intisari (jauhar) dari sesuatu yang lama kemudian menambal elemen yang telah
retak dan memasukkan unsur-unsur perbaikan terhadapnya.’' Lihat, al-Qardawi, al-Figh al-Islami,
27.
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tidak lagi jumud, tidak lagi stagnan dan tidak lagi eksklusif. Fikih Islam
akan selalu mampu memberikan solusi atas setiap persoalan yang

muncul kapanpun dan dimanapun.”

Pembaharuan dan berkembangnya fikih Islam merupakan sebuah
keniscayaan mengingat tidak seluruh ayat al-Qur’an menunjukkan gat ‘7
al-dilalah walaupun seluruhnya merupakan gat 7 al-thubut. Begitu pula
tidak semua sunnah, zanni al-dilalah, walaupun hampir seluruhnya zanni
al-thubut. Berdasarkan atas thubut dan dilalah-nya ini, ulama kemudian
menetapkan dua jenis hukum yang disebut dengan gar7 dan zanni.
Mereka sepakat bahwa ijtihad hanya boleh dilakukan pada jenis hukum
yang kedua, dan disinilah terdapat apa yang telah disebut oleh Ali Yafie

sebagai “ruang gerak ijtihad”.”?

Tidak dipungkiri bahwa sebagian orang menyatakan bahwa
hukum Islam tidak bisa berkembang dan mengalami pembaharuan
mengingat ia bersumber pada wahyu Tuhan ( bV > 5! ) namun pada

hakikatnya hukum Islam itu sendiri memiliki potensi berkembang pada
setiap saat dan waktu. Dalam hadith yang diriwayatkan oleh Abu

Hurairah, Nabi bersabda:

L 3 2a (e A Ale JS Gl e 4aY) o3g] Chay ) ()

bid, 20.

»Ali Yafie, Posisi Ijtihad dalam Keutuhan Ajaran Islam, dalam Jjtihad Dalam Sorotan, ed. Jalal
al-Din Rahmat (Bandung: Mizan, 1996), 75-78.
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“Sungguh Allah telah mengutus kepada umat ini (umat Muhammad)
atas tiap-tiap seratus tahun orang yang memperbaharui agama
mereka” (HR Abu Daud).**

Secara tidak langsung hadith ini memberikan legitimasi bahwa
hukum Islam dalam kurun / waktu tertentu akan mengalami
pembahuruan melalui mujaddid, baik ia berupa perorangan ataupun
kelompok. Dalam sejarah telah tercatat beberapa nama yang masyhur
disebut sebagai mujaddid, diantaranya adalah: ‘Umar Ibn ‘Abd al-‘Aziz,
al-Shafi‘i, Abu al-Hasan al-Ash‘ari, Abu Hamid al-Ghazali, Abu Daqiq

al-‘Id dan lain-lain.*

B. FAKTOR-FAKTOR ELASTISITAS HUKUM ISLAM PERSPEKTIF

YUSUF AL-QARDAWI

Selama kira-kira tiga belas abad lamanya, syariat Islam telah menjadi
pedoman utama diseluruh dunia Islam yang masyarakatnya hitrogen, sistem
pemerintahannya bermacam-macam, budaya serta peradabannya beraneka
ragam. Selama itu pula syariat Islam melandasi perumusan undang-undang

(tashri), pengambilan kepututusan (gada’) serta penetapan hukum

**Abu Dawud Sulaiman Ibn al-As‘ad al-Sijistani, Sunan Abi Dawud, vol IV (Bairut: Dar al-Fikr,
1994), 91. Hadith tersebut selain diriwayatkan oleh Abu Dawud juga diriwayatkan oleh al-Hakim
dan al-Baihaqi dalam kitab a/-Ma’rifat. Bahkan, Al-‘Iraqi dan yang lainnya berkata: “Sanad
hadith tersebut sahif’, sedangkan al-Suyufi menandainya sebagai hadits safih dalam kitab al-
3]Sa_mi ‘ Saghir. Lihat selengkapnya, Al-Qardawi, al-Figh al-Islami, 23.

Ibid, 24.
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kontemporer (fatwa). Syariat Islam tidak pernah buntu untuk memberikan

solusi atas persoalan baru yang selalu mengemuka.*®

Kemampuan syariat Islam dalam memenuhi kebutuhan setiap
masyarakat yang dinaunginya dan memberikan jalan keluar yang paling adil
serta maslahat bagi setiap masalah yang muncul menurut al-Qardawi karna
ditunjang oleh dua hal: Pertama, adanya kesempatan. Kedua, faktor-faktor
pokok yang melandasinya, yaitu sifat rasional, realistis dan sesuai dengan
fitrah manusia, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban jasmani dan
rohani, duniawi dan ukhrawi, menegakkan keadilan ditengah-tengah
kehidupan, mengupayakan kemaslahatan dan kebaikan serta menolak semua
kerusakan dan kejahatan secara maksimal.’” Oleh karenanya syariat Islam
luwes / fleksibel sehingga dapat selalu bersesuaian dengan medan dan zaman

yang berbeda.

Selain itu semua, terdapat banyak faktor yang menyebabkan dan
menjadikan syariat Islam elastis dan selalu bisa bersesuaian dengan
perkembangan zaman. Disebutkan oleh al-Qardawi dalam bukunya ‘Awamil

al-Sa‘ah wa al-Murunah fi al-Shari‘ah al-Islamiyah, bahwa faktor-faktor

*%Syariat Islam menurut al-Qardawi ada dua macam, Pertama adalah hukum yang tetap dari al-
Qur’an dan al-Sunnah yang telah jelas di/alaimya. Yang pertama ini merupakan hukum-hukum
yang penting dan urgen karena berkenanan langsung dengan hal-hal yang bersifat asasi
(pembinaan akidah dan syariat), namun memiliki porsi minoritas sedangkan hukum yang kedua
adalah hukum yang belum jelas dilalah atau nasnya. Yang kedua ini merupakan hukum-hukum
yang dihasilkan oleh kreatifitas olah pikir para ahli fikih dengan menggunakan berbagai macam
metode penggalian hukum, misalnya dengan menggunakan metode Qiyas, Istisiah, Istihsan, ‘Urf
atau /stishab dan lain-lain. Hukum kedua ini menduduki porsi mayoritas dan menjadi obyek
kajian fikih serta menejadi garapan fugaha’ . al-Qardawi, Madkhal Li Dirasat al-Shari‘at al-
Islamiyah (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1993), 22. Lihat pula, Al-Qardawi, ‘Awamil al-Sa‘ah
wa al-Murunah fi Shari ‘ah al-Islamiyah (Kairo: Maktabat Wahbah, 2004), 06.

*7 Al-Qardawi, Keluwesan dan Keluasan Syariat Islam (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), 04.
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elastisitas hukum Islam ada 5 (lima), berikut akan dikemukakan satu-persatu

kelima faktor tersebut:
1. Faktor Pertama: Luasnya Situasi Yang Dimaafkan

Faktor pertama yang menjadikan fikih Islam bisa elastis dan
fleksibel dalam menghadapi pekembangan zaman adalah kepemilikannya
atas luasnya situasi atau medan netral (sesuatu yang belum ada ketentuan
hukum secara pasti) yang dimaafkan; yang dengan sengaja tidak

disinggung oleh nas. Dalam hal ini al-Qardawi memberikan istilah dengan
laad 48 5 jiall séal) ddlaic 42" Di medan tersebut, menurut al-Qardawi

para mujtahid akan berperan penting untuk mengisinya dengan hal-hal
yang membawa kemaslahatan dan kebaikan umat. Mereka harus kreatif

dan jeli dalam merumuskan sebuah hukum dan harus tetap berpegang

teguh pada tujuan umum syariat ( Ay il Adlall aaladl) ).

Al-Qardawi memunculkan faktor yang pertama ini didasarkan

pada hadith Nabi yang berbunyi:
L oS D el 2T g L gl Db e Ladl (ajh g La g2iaDI8 0 gas 3a ) )
Wi | singi S gl e oS e Lol (e S

“Sesungguhnya Allah telah menetapkan batas-batas maka janganlah
kalian melampauinya; dan mewajibkan beberapa hal maka janganlah
kalian mengabaikannya; dan mengaharamkan beberapa hal maka
janganlah kalian merusaknya; dan Dia diam akan hal-hal tertentu
karena rahmat kalian dan bukan karena Ia lupa, maka janganlah

kalian mempertanyakannya”.>’

** Al-Qardawi, ‘Awamil al-Sa‘ah, 09. Lihat pula, al-Qardawi, a/-Figh al-Islami, 85.
**Muhammad Ibn ‘Abdillah Abu ‘Abdillah al-Hakim al-Naysaburi, a/-Mustadrak (Bairut: Dar al-
Kutub al-Ilmiyah, 1990), 12.
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Ungkapan Nabi di atas kususnya kata W s S8 7 dityjukan
kepada para sahabat pada masa turunnya wahyu. Maksudnya, Nabi
melarang para sahabat untuk tidak menanyakannya karena dengan mereka
tidak menanyakannya berarti mereka telah mencegah bertambahnya
beban, baik itu berupa perintah melakukan sesuatu atau larangan-larangan
baru akibat sikap mempertanyakan hal itu. Karena alasan ini pula, dalam
hadith lain Nabi menyatakan »S3S 3 W (S5 )3 yang artinya biarkan aku
(cukup) dengan apa yang telah aku tinggalkan kepada kalian.*’ Hal ini
sesuai pula dengan seruan al-Qur’an, yang artinya: “Har orang-orang yang
beriman, janganlah kalian menanyakan segala sesuatu yang apabila kalian
menanyakannya ketika al-Qur’an diturunkan, niscaya akan ditampakkan
kepada kalian. Allah telah memaatkan hal itu, Allah Maha Pengampun

lagi Maha Pengasih®*!

Istilah yang diambil oleh al-Qardawi berupa “Situasi / medan
netral yang dimaafkan” atau s ddhaie merupakan konklusi ia ambil dari
hadith Nabi yang diriwayatkan oleh sahabat Salman yang berbunyi:

(e seh die O Ly ol n seh o Loy Dla sed 4 i il Jal Lo
L ] (S5 o) il (8 isle ) (e 1 5L80S

“Apa saja yang dihalalkan oleh Allah dalam kitab-Nya adalah halal.
Dan apa saja yang diharamkan Allah adalah haram, dan apa saja yang
didiamkan oleh-Nya adalah kemaafan darinya, maka terimalah

* Diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, al-Nasai, Ibn Majah dari Abu Hurairah.
*! Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 05: 101.
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kemaafan Allah ini. Sesungguhnya Allah tidak pernah lupa akan

42
segala sesuatu’.

Dari hadith tersebut tampak jelas sekali bahwa Allah telah
memberi batasan yang kongkrit kepada hambanya atas apa saja yang telah
dihalalkan oleh-Nya dan apa saja yang diharamkan-Nya. Sedangkan
apapun yang tidak disebutkan dalam kitab-Nya bukan berarti Allah lupa
akan tetapi justru merupakan rahmat kepada hambanya agar diambil
kemudian memilah dan memilih mana yang lebih baik dan mana yang

lebih cocok dengan kondisinya demi keberlangsungan hidup. Untuk itulah,
al-Qardawi membuat istilah sél 48l yaity medan atau sektor yang

dimaafkan (tidak memiliki kepastian hukum) yang dengan sengaja tidak

disentuh oleh nas.

Dengan demikian, apa saja yang tidak disebutkan oleh Allah, apa
saja yang tidak tersentuh oleh nas menunjukkan atas minimalisasi beban
kewajiban dan perluasan sektor kemaafan yang ada dalam fikih Islam. Hal
itu bukan terjadi karena kebetulan melainkan disengaja dan menjadi tujuan
utama bagi pembuat syariat. Allah menghendaki syariat ini bersifat umum,

abadi dan relevan dengan setiap waktu, ruang dan kondisi.*’

Luasnya medan netral yang ada, didukung dengan semakin
beragamnya persoalan yang belum memiliki stastus hukum, menurut al-
Qardawi secara tidak langsung menuntut kepada para mujtahid untuk

kreatif berijtihad untuk mengisinya. Kesempatan bagi mereka terbuka

*2Abu Bakr Ahmad Ibn al-Husayn Ibn “Afi Ibn Musa al-Bayhaqi, Sunan al-Bayhaqi al-Kubra, Vol.
10 (Makkah: Maktabah Dar al-Baz, 1994), 12.
 Al-Qardawi, ‘Awamil al-Sa‘ah, 10.
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selebar-lebarnya selama mereka memiliki integritas dan wewenang untuk

melakukannya.**

Dalam rangka mengisi medan tersebut, masing-masing mujtahid
memiliki metode atau sistem yang berbeda, satu dengan yang lain tidak
sama. Menurut al-Qardawi metode-metode yang dipakai oleh para

mujtahid dalam memproduk hukum, antara lain adalah:
a. al-Qiyas (Analogi Rasional)*

al-Qiyas (kemudian ditulis dengan giyas) menurut al-Qardawi,
memainkan peran utama dalam pembuatan hukum Islam (istinbat al-
ahkam). Cara ini mula-mula dipakai oleh khalifah ‘Umar al-Farugq.
Beliau menerima laporan dari beberapa gubenurnya bahwa ada sebagian
masyarakat telah memelihara kuda yang harga perekornya sama dengan
harga sepuluh unta atau seratus kambing. Umar akhirnya berkata:
“Mengapa kita mengambil zakat dari empat puluh ekor kambing dan

tidak mengambil apapun dari kuda-kuda itu?” kemudian dengan

“ Ibid.

Y Al-Qiyas menurut ulama ushul figh ialah metode analogis dimana seorang mujtahid
menyamakan hukum sesuatu yang tidak ada nashukumnya di dalam al-Qur’an ataupun al-Sunnah
dengan sesuatu yang telah ditetapkan hukumnya yang ada pada keduanya. Definisi lain
menyebutkan: Menyamakan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan sesuatu yang ada nas
hukumnya kerena adanya persamaan ‘//at hukum. Jumhur ulama sepakat bahwa giyas dapat
dijadikan Aujjah dengan berdasarkan ayat (& oSie sa¥) (Jsls Gl Tsmidal g il ) gmidal | gial () Ly
S s dd A 150 8 (2l A &ie 5\S “Hai rang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya dan
Ulil Amr diantara kamu Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka
kembalikaniah ia kepaa Allah (al-Qur’an) dan Rasulnya (al-Hadith). (QS. Al-Nisa’ ayat 59).
Menurut jumhAur ulama maksud dari ungkapan “kembali pada Allah dan Rasul” tiada lain adalah
perintah supaya menyelidiki tanda-tanda kecenderungan; apa saja yang sesungguhnya yang
dikehendaki Allah dan Rasulnya. Hal ini bisa diperoleh dengan cara mencari %//at hukum, dan
inilah yang dinamakan giyas. Lihat, Abu Zahrah, Ushul al-Figh (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011),
336-341.
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menggunkan metode giyas ini Umar akhirnya mengeluarkan perintah

untuk mengambil zakat dari kuda-kuda tersebut.*

Metode giyas (analogi) pada masa-masa berikutnya banyak
dipakai oleh para ulama, diantara hukum-hukum yang telah dihasikan

melalui metode qiyas adalah sebagai berikut:

1). Menganalogikan penggunaan makanan pokok negara ( <58 lle
ALl dalam bab zakat fitrah dengan apa yang telah disebutkan
hadith yaitu kurma (U<3)), anggur (== ¥ ), gandum (=31 ) dan

keju (R8Y1)

2). Menganalogikan hukum ketidakbolehan melakukan transaksi sewa-
menyewa pada waktu shalat jum’at yang sedang berlangsung

dengan hukum haramnya transaksi jual beli pada waktu tersebut.

Allah telah berfirman Allah: gz 15035 4l 83 ) ) geuld "Maka

bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual-beli”.*’

Begitu pula ketidakbolehan menyewakan sesuatu kepada seseorang
jika sesuatu tersebut masih dalam transaksi sewa dengan orang

lain. Nabi bersabda: 4:al & e eShi &= Y “Janganlah satu

diantara kalian melakukan jual-beli atas jual beli yang lebih dahulu

dilakukan olah saudaranya”.48

% Al-Qardawi, ‘Awamil al-Sa‘ah, 11.
*" Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 62: 09.
* Hadith ini disepakati kesahihannya oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa’i.
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3). Hukum haramnya mandi menggunakan perabot dari emas dan perak

dianalogikan dengan keharaman makan dan minum dengan
menggunakan keduanya. Dalam hadith diungkapkan Ay ) Sy
Loghlaua (& 1 g0 pd3 Yy diadlly aadll « Janganlah kalian makan
dalam wadah emas dan perak dan janganlah minum dari

keduanya”.*

Para imam madhhab empat juga memakai metode giyas, bahkan
al-Qardawi mengutip pernyataan Al-Muzanni sebagai berikut:
“Fugaha sejak masa Rasulullah sampai hari ini, dan bahkan
berlangsung seterusnya, akan selalu menggunakan giyas setiap kali

» 50

hendak menetapkan hukum fikih™.
b. Istihsan (Osaiwy))’!

Menentukan hukum dengan menggunakan giyas tidak

dipungkiri terkadang menghasilkan hukum yang kurang selaras dengan

* Hadith diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Turmudzi dan Nasa’i.

Y Al-Qardawi, ‘Awamil al-Sa‘ah, 12.

>! Istihsan merupakan metode penggalian hukum yang menjadi ciri khas Imam Abu Hanifah dan
para pengikutnya, secara etimologi berasal dari kata (~> yang memiliki arti baik atau indah,
maksudnya adalah sesuatu yang dianggap baik dan indah. Lihat, Louis Ma’luf, al-Munjid i al-
Lughah wa al-A‘lam (Bairut: Dar al-Fikr, 1986), 136. Istihsan secara terminilogi adalah
penetapan hukum dari seorang mujtahid terhadap suatu masalah, yang menyimpang dari
ketetapan hukum yang telah diterapkan sebelumnya pada masalah-masalah serupa karena
memiliki alasan yang lebih kuat yang menghendaki dilakukannya penyimpangan itu. Definisi ini
merupakan definisi yang disampaikan oleh Abu Hasan al-Karkhi al-Hanafi, yang dianggap
mampu mewakili dari sekian banyak definisi ist7hsan yang ada karena mampu mencakup seluruh
macam istihsan serta dapat menyentuh pada asas inti pengertiannya. Istihsan merupakan sumber
hukum yang banyak dipakai dalam istinbat al-ahkam oleh dua imam madhhab yaitu Imam Hanafi
dan Imam Malik. Bahkan Imam Malik menyatakan: “Istihsan merambah 90% dari seluruh ilmu
(figh)”. Berbeda dengan al-Shafi, ia justru mengatakan bahwa: g & 38 (aia) (e “Barang
siapa menetapkan suatu hukum dengan istihsan maka dia telah membuat syariat baru”.Lihat,
Wahbah Zuhayli, Usul al-Figh al-Islami, juz 11 (Bairut: Dar al-Fikr, 1989), 737; atau Ya‘qub ibn
Abd al-Wahab, al-Istiisan Hagiqatuh wa Anwa‘uh (Riyad: Maktabah al-Rushd, 2007), 22. Lihat
pula, Abu Zahrah, Usul al-Figh (Dar al-Fikr al-‘ Arabi, 1958), 262. Lihat, Forum Karya Ilmiah PP
Lirboyo, Kilas Balik Teoritis Figh Islam (Kediri: Purna Siswa Aliyah 2004, 2008), 245.
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maqasid al-shari‘ah, untuk itu sebagian ulama terkadang meninggalkan
metode giyas sama sekali, atau mereka meninggalkan gqiyas jali
kemudian menggunakan giyas khafi. Atau juga mereka meninggalkan
hukum yang bersifat umum (ku//i) dan mengambil hukum yang bersifat

khusus (juz7). Cara inilah kemudian dikenal dengan istilah istihsan.”

Al-Qardawi memasukkan istihsan dalam medan netral dengan
maksud bahwa istifisan bukan berarti mengambil suatu pendapat hanya
karena keinginan dan hawa nafsu serta tanpa ada sandaran dalil belaka.
Namun istihsan yang ia maksudkan adalah yang benar-benar sesuai
dengan makna istifisan itu sendiri yaitu mendahulukan kemaslahatan
yang bersifat khusus (juz”) dari pada giyas jali Atau mendahulukan
givas yang masih kabur kausa hukumnya tetapi kuat sekali
pengaruhnya, daripada giyas yang jelas kausa hukumnya namun lemah
sekali pengaruhnya Atau men-fakhsis-kan susuatu yang umum dengan

suatu dalil yang jelas.”

Diantara contoh-contoh hukum yang dihasilkan melalui metode
istihsan adalah apa yang telah dilakukan oleh Khalifah ‘Umar ibn al-
Kattab yang lebih dikenal dengan “Mas’ alah Mushtarakalh’ atau juga
“Mas’alah Himariyal’. Masalah ini berawal dari adanya seorang wanita
yang meninggal dunia sedangkan ia meninggalkan seorang suami, ibu,
saudara seibu, dan saudara seibu-bapak. Khalifah ‘Umar membagi

warisannya dengan menggunakan metode giyas yaitu: separoh untuk

32 Al-Qardawi, ‘Awamil al-Sa‘ah, 13.
> Ibid, 13-14.
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suami, seperenam untuk ibu dan sepertiga untuk saudara seibu.
Sedangkan saudara seibu-bapak hanya mendapatkan kelebihan
(‘asabah) dari pembagian itu. Jadi, andaikata pembagian itu tidak
menyisakan apa-apa maka secara otomatis mereka tidak mendapatkan

warisan.

Melihat kenyataan semacam ini, salah satu diantara mereka
kemudian berkata pada ‘Umar, “Wahai Amir al-Mukminin, andaikata
bapak kami itu keledai (/47/mar) maka tidaklah kami datang dari satu ibu
yang sama’. Mendengar perkataan itu, akhirnya ‘Umar membatalkan
pembagian waris yang telah ia putuskan. Kemudian ia membagi rata
bagian warisan untuk mereka. Untuk itulah masalah ini terkenal dengan

istilah “Mas alah al-Himariyah® atau “Masalah al-Mushtarakal’>*
Contoh lain dari metode istihsan adalah:>

1). Diperbolahkannya seorang dokter memeriksa atau melihat aurat
orang lain untuk kepentingan kesehatannya. Hal ini merupakan

pengecualian dari kaidah umum yang mengharamkannya.

2). Diperbolehkannya riba f2d/°® dalam jumlah yang sangat kecil pada

suatu transaksi yang besar.

* Al-Qardawi, ‘Awamil al-Sa‘ah, 14.

>3 Ibid, 14-15.

**Dalam kajian fikih para fugaha’telah sepakat bahwa riba ada dua macam, yaitu: Riba fzd/ dan
riba Nasiah. Riba fadl adalah tukar-menukar seuatu dengan yang sejenis dengan adanya
tambahan, misalnya tukar-menukar uang dengan uang, makanan dengan makan, barang dengan
barang atau lain-lain dengan disertai adanya tambahan. Sedangkan riba nasiah adalah tambahan
yang sudah ditentukan diawal transaksi hutang-piutang yang diambil oleh sang pemberi pinjaman
dari orang yang menerima pinjaman sebagai imbalan dari pelunasan bertempo. Lihat, Abu al-
Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn muhammad Ibn Ahmad Ibn Rushd al-Qurtubi, Bidayat al-
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3). Fatwa untuk menerima kesaksian orang yang tidak adil didalam

suatu negara yang susah mencari orang yang adil.

4). Diperbolehkannya masuk kamar mandi umum dengan tanpa terlebih
dahulu menentukan besar sewa, masa pemakaian, dan jumlah air
yang akan dipakai walaupun pada dasarnya hal ini hukumnya tidak

boleh.

c. Istislah (¢ Suainy) )’

Metode istinbat yang ketiga adalah istis/ah. Sebagaimana yang
telah disampaikan Abd al-Wahab Khalaf (1888-1956 M.), al-Qardawi
juga mengatakan bahwa istis/ah jika dikaitkan dengan hal-hal yang
belum ada nas hukumnya maka merupakan metode perumusan hukum
(tashri) yang paling menarik. Hal ini disebabkan karena dalam metode
istislah terbuka lebar kesempatan untuk merumuskan hukum Islam
sesuai dengan perkembangan keadaan, demi terwujudnya kemaslahatan

dan kebutuhan masyarakat.’®

Mujtahid, Vol. I (Bairut: Dar al-Fikr, Tth), 96. Lihat pula, Wahbah al-Zuhayli, a/-Figh al-Islami
wa Adillatuh, 437-438

°7Al-Qardawi menggunakan istilah “/stis/ah” untuk mengartikan dan menjelaskan makna “al-
Maslahah Mursalali’. Hal ini berbeda dengan apa yang biasa pada kitab maupun buku-buku usul
figh lainnya karena hampir semua kitab usul figh tidak memakai kata istis/ah melainkan
menggunakan istilah “Maslahat Mursalah”.  Istislah atau Maslahat Mursalah sebagaimana
diungkap oleh al-Ghazali adalah 5ae @iyl dadie Cila e Ja¥) i 5,e “ungkapan yang pada
dasarnya adalah meraih kemanfaatan dan menolak kemadlaratan”. Sedangkan menurut Wahbah
Zuhayli adalah G ge 2uliall ddy & HLEN 3 pale e Abilaall “Memelihara tujuan a/-syari‘ dengan
cara menolak segala sesuatu yang dapat merusakkan makhluq”. Metode Istislah merupakan
metode penggalian hukum yang menjadi ciri khas Imam Malik dan para pengikutnya. Lihat, al-
Ghazali, al-Mustasta fi ‘llm al-Usul, vol. 1 (Bairut: Dar al-Kutub, Tth), 139. Lihat, Wahbah
Zuhayli, Usul al-Figh al-Islami, juz 11 (Bairut: Dar al-Fikr, 1989), 757. Lihat, Forum Karya Ilmiah
PP Lirboyo, Kilas Balik Teoritis Figh Islam (Kediri: Purna Siswa Aliyah 2004, 2008), 245.

¥ Abd al-Wahab Khalaf, //m Usul al-Figh (Kairo: Maktabat al-Da‘wah al-Islamiyah, tt),84. Lihat
pula, al-Qardawi, ‘Awamil al-Sa‘ah wa al-Murunah, 17-18.
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Menurut al-Qardawi, sebagian besar ulama fikih menjadikan
kemaslahatan (a/-maslahah) sebagai salah satu dalil syariat yang dapat
dijadikan landasan untuk merumuskan hukum, fatwa atau keputusan
pengadilan. Dalam kitab-kitab fikih, dengan mudah dapat ditemukan
ratusan hukum yang hanya didasari dengan kausa hukum ( ‘7//af)

kemaslahatan atau mencegah kerusakan (daf* al-darar).”

Tidak hanya itu, para sahabat Nabi (generasi yang paling
memahami syariat Islam) adalah golongan yang paling banyak
memakai prinsip maslahah ini sebagi landasan serta sandaran dalam
banyak tindakan. Khalifah Abu Bakar misalnya, karena memandang
ada kemaslahatan dan kemanfaatan ia memiliki inisiatif dan atas
dorongan kuat dari sahabat ‘Umar Ibn al-Khattab ia mengumpulkan
suhufal-Qur’an yang masih terpencar-pencar ditangan para sahabat lain
dan mengumpulkannya jadi satu sehingga menjadi sebuah kitab. Ia juga
mencalonkan sahabat ‘Umar sebagai pengganti Nabi kelak. Kedua

kenyataan ini adalah hal-hal yang tidak dilakukan oleh Nabi.”

Demikian pula ketiga khalifah lainnya, yaitu pertama: ‘Umar
Ibn al-Khattab, ketika ia menjabat sebagai khalifah ia menetapkan
kewajiban membayar retribusi (al-kharraj ), membuat administrasi
perkantoran, perencanaan tata kota, membuat penjara, dan mengadakan
sanksi fisik dan lain-lain. Kedua: ‘Uthman Ibn ‘Affan, ia menindak

lanjuti apa yang telah dirintis oleh Abu Bakr. la membukukan suhuf-

P1bid.
%0 Ibid.
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suhuf yang masih tercecer ditangan para sahabat, lalu ia kumpulkan
menjadi satu mushatf al-Qur’an dan menggandakannya sehingga
menjadi beberapa mushaf kemudian membagikannya kepada segenap
kaum muslimin dan membakar suhuf-suhuf lainnya. la juga telah
memutuskan untuk memberikan hak waris bagi istri yang diceraikan
menjelang kematian suaminya. Ketiga: ‘Ali Ibn Abi Talib, ia
memerintahkan Abu al-Aswad al-Du’ali untuk membuat dasar-dasar
ilmu nahwu. Ia juga memutuskan, membebankan ganti rugi kepada para
tukang jika terdapat suatu barang yang rusak dan ternyata mereka tidak
dapat membuktikan bahwa barang tersebut rusak bukan karena mereka

yang merusakkannya.’'

Mengingat  istislah pada prinsipnya adalah mengambil
kemaslahatan serta kemanfaatan dan menolak kemadaratan, maka
istislah juga digunakan pada masa pasca kepemimpinan keempat
sahabat tersebut usai dan bahkan akan berlanjut sampai kapanpun.
Ketika sahabat Mu‘adh Ibn Jabal menjabat sebagai gubernur, ia
mengambil baju buatan negara Yaman menjadi zakat sebagai ganti dari
buah-buahan dan biji-bijian.®” Begitu pula pemimpin-pemimpin setelah
Khulafa®  al-Rashidin, mereka membangun kantor-kantor pos,

menjadikan bahasa arab sebagai bahasa resmi, menentukan mata uang,

'al-Qardawi, ‘Awamil al-Sa‘ah wa al-Murunah, 19.

62Mu‘adh mengatakan’ :\.\JA‘J\_\ ;\)ﬁiﬂ @4\_5 raS.\lc u}z\ PR ‘)._.\a..ﬂ\_j B‘)ﬂ\ Q\S.A ?SJ.A o34 u.u.\.\l _5\ ua.m.u LF\_,SJ\
“Serahkan padaku baju gamis atau pakaian lainnya sebagai ganti gandum dan jagung, karena hal
itu lebih ringan bagi kalian dan lebih bermanfat bagi orang-orang miskin Madinah. Lihat, Al-
Qardawi, Figh al-Zakah, vol. 11, 803.
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dan menetapkan urusan kenegaraan lainnya. Semua itu belum pernah

dilakukan Nabi dan tidak ada tentangan dari ulama masa itu.*’

Namun demikian, dalam bab istis/ah ini al-Qardawi memberikan
sebuah catatan bahwa hukum yang dibuat dengan dasar kemaslahatan
akan tetap diakui dan berlaku selama kemaslahatan itu masih
berlangsung. Jika kemaslahatan sudah tidak ada maka hukum harus
berubah dan tidak berlaku lagi karena yang menjadi kausa ( 7//af) atau

acuan adalah kemaslahatan.®*
d. Tradisi (<s_~1)

Menurut al-Qardawi, a/-‘Urf (tradisi) merupakan salah satu
metode penggalian hukum yang dapat digunakan sebagai sarana

menghasilkan sebuah hukum dalam mengisi luasnya medan netral yang
dimaafkan yang dengan sengaja ditinggalkan oleh a/-Shari” ( 4ikais dau
laad 4S5 yiall gé=ll). A/-“Urf menurutnya adalah kebiasaan dan prilaku

masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian menjadi adat

8 al-Qardawi, ‘Awamil al-Sa‘ah wa al-Murunah, 20.

%*Hal itu dicontohkan al-Qardawi sebagai berikut: 1. Larangan menulis hadith pada masa awal
Islam. Larangan ini dikeluarkan oleh Nabi SAW karena khawatir tulisan itu akan bercampur-baur
dengan teks al-Qur’an; 2. Kebijakan ‘Umar yang sangat membatasi pembicaraan tentang hadith
Nabi diantara para sahabat jika pembicaraan tersebut menyebabkan mereka mengabaikan al-
Qur’an; 3. Perintah ‘Umar kepada masyarakat untuk melakukan ibadah haji dengan cara /ffat dan
melakukan umrah diluar bulan-bulan haji. Maksudnya, Bayt al-Haram tetap menjadi tujuan
utama perjalanan haji. Contoh-contoh semacam ini merupakan “ketentuan sementara’ karena
tuntutan kemaslahatan selalu berbeda sejalan dengan perubahan zaman. Lihat, ibid, 29.
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istiadat turun-temurun baik berupa ucapan® ataupun perbuatan®, baik

6
yang umum maupun yang khusus.®’

Ia menjelaskan, sejarah telah menyatakan bahwa bangsa arab
khususnya kota Makkah telah memiliki berbagai tradisi dan adat-
isriadat yang beraneka ragam, antara satu suku denegan yang lain tidak
sama, marga satu dengan yang lainnya memiliki tradisi yang berbeda
pula; namun pada kenyataannya Islam tidak menolak itu semua dengan
begitu saja melainkan memilah dan memilih kemudian mengakui tradisi
maupun adat-istiadat yang sesuai dengan tujuan dan prinsip syariat

Islam serta menolak tradisi yang berlawanan dengan Islam.®®

Dalam penggunaan ‘wrf, al-Qardawi menjelaskan bahwa ‘urf’
berfungsi sebagai penjelas atas hal-hal yang masih global, dimana

syariat tidak menjelaskan dan memberi batasan-batasan dengan jelas

dan konkrit. Sebagai contoh, dalam al-Qur’an dikatakan: 413l gall e

5 aall 48385 (68 ), “Dan kewajiban ayah memberi makan dan

69

pakaian kepada para ibu dengan cara ma‘ruf ", dikatakan pula:

oy mally gl <ilhall s “Dan wanita-wanita yang diceraikan berhak

270

memperolah mut ‘ah (kesenangan) secara ma ‘ruf Kedua ayat

tersebut, endingnya menggunakan kata al-ma‘ruf yang bermakna

°Seperti kebiasaan suatu masyarakat untuk tidak menyebut kata ikan sebagai daging; dan
menggunakan kata a/-walad ( 1) sebagai anak laki-laki bukan anak perempuan.

%Seperti kebiasaan masyarakat pada umunya dalam hal jual beli dengan menggunakan cara
mu‘atah (barter), yakni tanpa menggunakan transaksi khusus (7jab dan gabul).

57 al-Qardawi, ‘Awamil al-Sa‘ah wa al-Murunah, 30.

%8 Ibid.

% Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahannya, 02: 233.
" Ibid, 241.
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“baik™”' dan tidak ada penjelasan bagaimanakah cara memberi nafkah
kepada istri dengan baik, bagaimanakah memberi mut‘ah kepada
wanita tercerai dengan baik. Untuk menjelaskan bagaimana pengaturan
nafkah bagi istri dan bentuk mut‘ah bagi istri yang tercerai, maka

keduanya dikembalikan ‘urf’>

Para fugaha’ banyak sekali merumuskan suatu hukum dengan
berdasarkan penggunaan ‘urf ini. Sebagaimana dikutip al-Qardawi,
mereka menggunakan ‘urf ini merujuk dan bertendensi pada riwayat
yang berasal dari sahabat Ibn Mas’ud yang berbunyi: () saluall ol ) L
(o A die 568 L () galisal) ol 5 Lag men ) 2ie 58 Liva (Apa yang
dianggap baik oleh orang-orang Islam maka baik pula dalam pandangan

Allah dan apa yang dianggap buruk oleh mereka maka buruk pula

dalam pandangan Allah).”” Terdapat pula kaidah fikih yang terkenal
yaitu: 4«Saa B3lall (Adat itu bisa menjadi landasan hukum), *dan

kaidah-kaidah cabangan darinya.

"I Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, Qamus al-‘Asr (Yogyakarta: Multi Karya Grafika,
1998), 1765.

™ al-Qardawi, ‘Awamil al-Sa‘ah wa al-Murunah, 30.

"Banyak penilaian terhadap status hadith tersebut. Namun menurut al-Qardawi, terlebih para
pakar ilmu usu/ al-Figh yang lain menyatakan bahwa hadith tersebut berstatus mawquf karna
semata-mata ucapan dari sahabat Ibn Ma’ud dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal
dalam kitabnya al-Sunnah. Sumber lain menyebutkan bahwa hadith tersebut ucapan Ibn Ma’ud
dan diriwayatkan oleh Abu Dawud al-Tayalisi. Lihat, Muhammad Yasin Ibn ‘Isa al-Fadani al-
Makki, al-Fawaid al-Janiyah (Bairut: Dar al-Fikr, 1997), 266-267. Lihat pula, ‘Abd al-Karim
Zaidan, al-Wajiz fi Usul al-Figh (Amman: Maktabat al-Bashir, 1990), 254. Lihat pula, al-
Qardawi, ‘Awamil al-Sa‘ah wa al-Murunah, 30.

"Menurut al-Qadi kaidah tersebut berasal dari hadith mawgif yang diriwayatkan oleh sahabat
Ibn Mas‘ud diatas. Lihat, Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman Ibn Abi Bakr al-Suyuti, a/-Ashbah wa al-
Nazair (Surabaya: al-Hidayah, 1965), 63.
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Namun demikian, seperti penulis sebut diatas, tidak semua
tradisi (‘urf’) ataupun adat-istiadat bisa dijadian hukum. Al-Qardawi
menegaskan bahwa tradisi yang bisa diadopsi dan dijadikan landasan
hukum adalah tradisi yang  dibenarkan oleh syariat. Ia tidak
bertentangan dengan jjma‘ dan tidak pula menimbulkan dampak negatif
atau buruk. Tradisi yang bertentangan dengan nas, misalnya
menghalalkan hal-hal yang haram, membatalkan hal-hal yang bersifat
wajib (sehingga tidak lagi menjadi wajib), mengakui adanya bid‘ah
dalam agama atau hal-hal yang menimbulkan bahaya/bencana maka
tradisi tersebut tidak boleh dijadikan acuan untuk merumuskan undang-

undang, fatwa ataupun putusan pengadilan.”

Al-Qardawi menegaskan bahwa hukum-hukum yang didasarkan
atas ‘urf/ tradisi bisa berubah sesuai dengan perkembangan situasi
maupun kondisi, sesuai dengan berubahnya ruang dan waktu. Misalnya
adalah ketentuan memakai tutup kepala. Hukum mengenakan tutup
kepala sangat beragam sesuai dengan kenyataan masing-masing daerah.
Bagi masyarakat yang ada di negara-negara timur, tidak memakai tutup
kepala merupakan tindakan yang cacat akhlaq. Berbeda dengan
masyarakat yang ada di dunia barat, hal itu merupakan hal yang biasa
dan lumrah. Kenyataan semacam ini, menurut al-Qardawi merupakan
contoh dari berubahnya hukum karena dipengaruhi oleh perbedaan

‘[empat.76

al-Qardawi, ‘Awamil al-Sa‘ah wa al-Murunah, 33.

7 Ibid.
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Dari paparan faktor pertama diatas, dari kelima faktor
elastisitas hukum Islam versi al-Qardawi, dapat disimpulkan sementara
bahwa, dalam kajian fikih Islam dikenal dua jenis bidang hukum,
pertama, jenis hukum yang ekslusif yakni hukum-hukum yang tidak
menerima perubahan dan perkembangan hal ini berupa jenis hukum
yang pasti dan tegas (al-Ahkam al-Qat ‘fyah). Kedua, jenis hukum yang
inklusif, yaitu hukum-hukum yang tidak pasti atau relatif (al-Ahkam
al-Zanniyah), baik ketetapan dalilnya (zanni al-thubuf) maupun
petunjukknya (zanni al-dilalah). Jenis hukum yang kedua inilah
merupakan medan ijtihad dan perbedaan pendapat dari berbagai
pemikiran dan mayoritas hukum fikih masuk dalam kategori yang
kedua ini, dan dalam bidang ini pula fikih bertolak menuju

perkembangan dan pembaharuan.”’

2. Faktor Kedua: Nas Memperhatikan Hukum-Hukum Universal ( alid)
LIS AlSaVL G saaill )

Faktor kedua yang menjadikan hukum Islam elastis adalah
sebagian besar nas atau teks al-qur’an hanya memuat prinsip-prinsip
umum dan memuat hukum yang bersifat universal. Nas tidak
membicarakan hal-hal yang bersifat rinci, konkrit maupun bersifat

teknis kecuali pada hal-hal yang bersifat abadi dan langgeng.

" al-Qardawi, al-Figh al-Islam, 84.



77

Pada hal-hal yang bersifat langgeng itu nas memberikan rincian
yang konkrit dan memberikan teknis. Misalnya hukum yang berkaitan
dengan ibadah, perkawinan, perceraian, warisan dan lain-lain. Hal ini
nas akan menjelaskan dengan rinci karena mencegah adanya bid‘ah dan

terjadinya pembaruan yang menyesatkan.”®

Dengan demikian, hukum yang akan diterapkan disesuaikan
dengan perubahan ruang, waktu, situasi dan kondisi, agar tidak
memberatkan. a/-Shari‘ dalam hal ini adalah Allah, tidak mungkin
memberikan beban kepada hambanya dengan aturan yang rinci dan
konkrit karna hal ini akan menyulitkan dan menyempitkan hambanya
sehingga aturan tersebut tidak bisa aplikatif sepanjang masa dan tidak

bisa relevan dengan kondisi apapun.

al-Qardawi mengemukakan beberapa contoh terkait dengan
terma “nas hanya memperhatikan hal-hal yang bersifat umum dan tidak
menjelaskan hal-hal yang bersifat rinci ataupun bersifat teknis”.
Diantaranya adalah tentang wajibnya bermusyawarah. Dalam al-Qur’an
ditegaskan bahwa musyawarah merupakan asas pokok bagi masyarakat
yang beriman sebagaimana wajinya melaksanakan salat. Allah

berfirman:

a5y 55 ad el 5 33l saldl 5 aga )1 1 salainl (30 5

"8 al-Qardawi, ‘Awamil al-Sa‘ah wa al-Murunah, 35.
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“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan
Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang wurusan mereka
(diputuskan) dengan musyawarat antara mereka”’”

Dalam surat lain Allah juga berfirman:

V) A aa sl

“Dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu”™’

Dua ayat tersebut, yang pertama adalah ayat makkiyah,
sedangkan ayat kedua adalah madaniyah. Keduanya memiliki subtansi
yang sama yaitu wajibnya mengadakan musyawarah®'. Namun keduanya
tidak menyinggung sama sekali bagaimana tentang tatacara musyawarah
dilakukan? Bagaimana bentuk musyawarah dengan baik, terlebih jika
apabila yang bermusyawarah adalah antara pemerintah dengan
masyarakat dimana keduanya memiliki perbedaan-perbedaan yang

sangat mencolok.

Nas tidak membicarakan tentang itu semua, sebab jika hal itu
disebutkan tentu akan memberatkan. Fakta membuktikan, tiap-tiap
masa berbeda cara dan bentuk bermusyawarah, tiap-tiap perkara berbeda
cara penyelesaiannya dan tiap-tiap masyarakat berbeda pula pola pikir

sekaligus model kepemimpinannya. Masyarakat pedesaan berbeda

7 Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahannya, 42: 38.

* Ibid, 03: 159.

*'"Hukum wajib tersebut diambil dari makna perintah yang ada pada subtansi kata: ,stis yang
berarti “Dan bermusyawaratlah” dimana bentuk kata tersebut dalam tata bahasa arab disebut
dengan f7 ‘il amr (kata kerja yang memiliki makna perintah). Padahal, di dalam kajian ilmu Usu/
al-Figh terdapat kaidah fikih: wsasll ¥l & Jwa¥) (Pada dasarnya asal makna perintah itu
menunjukkan arti wajib). Dari sini kemudian dapat diambil kesimpulan bahwa musyawarah
hukumnya wajib.
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dengan masyarakat perkotaan, masyarakat terpelajar tentu tidak sama
dengan masyarakat yang buta huruf dan apalagi keadaan damai tentu
berbeda jauh dengan keadaan perang. Untuk itu nas tidak membicaraka
teknis, nas hanya memperhatikan hal-hal yang bersifat subtantif dan

tidak memuat teknis.

3. Faktor Ketiga: Nas Menerima Keragaman Pemahaman ( = gl Al

el-@ﬁ\lﬂ Qd= )

Faktor ketiga yang menjadikan hukum Islam fleksibel dan elastis
adalah nas menerima keragaman pemahaman. Iplementasi faktor ketiga
ini adalah tertuju pada nas-nas yang memuat hukum parsial (juz fyah) dan
yang terperinci. Nas yang memuat hukum parsial diformulasikan dan
dinyatakan dengan bentuk kata ataupun redaksi yang memungkinkan
terdapat didalamnya keberagaman penafsiran. Satu kata bisa memiliki
beberapa makna tergantung siapa yang memberi pemaknaan sesuai
dengan karakter maupun tingkat integritas keilmuannya. Tidak heran jika
faktor ketiga ini dan dua faktor sebelumnya pada tahap berikutnya
mendorong menculnya berbagai aliran pemikiran hukum dalam khazanah

fikih Islam.%?

$2Sejarah pemikiran hukum Islam, telah membuktikan betapa luas dan terbukanya fikih Islam
sehingga muncul fikih-fikih yang bercorak karakter pencetusnya. Dalam fikih Islam ada doktrin
yang keras, longgar, rasional, tradisional, dan literer. Dengan kata lain, dalam Islam terdapat
beragam aliran pemikiran hukum yang sesuai dengan karakter tokohnya. Misalnya, aliran
rasionalis (madrasah ahl al-ra’y), aliran tradisionalis (madrasah ahl al-hadith), aliran literalis (ah/
al-alfaz wa al-zawahir), aliran subtansialis (ah/ ma‘ani wa al-maqasid) dan aliran yang moderat
(ahl al-mutawasstun). Lihat, al-Qardawi, ‘Awamil al-Sa‘ah wa al-Murunah, 45. Lihat pula, al-
Qardawi, al-Figh al-Islami, 85.
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Untuk menunjukkan keterbukaan al-Qur’an dan al-Hadith
terhadap berbagai pemahaman, pemikiran, dan penafsiran akan
dipaparkan dua contoh dimana satu diantaranya mewakili nas al-Qur’an

dan yang lain mewakili al-Hadith.

Contoh pertama adalah permasalahan 7/z2° ( +>4¥) ). Dalam al-

Qur’an disebutkan bahwa:
OB any s A 13 b edl da i e i agild e sl ol

“Kepada orang-orang yang meng-7/a’ istrinya diberikan tangguh
empat bulan. Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya) maka
sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan
jika mereka ber- ‘azam (bertetap hati untuk) fa/ag maka sesungguhnya
Allah Maha Mendengar dan lagi Maha Mengetahui™*

Dari ayat tersebut terdapat kata “O#%” yang memiliki arti
sumpah. Sumpah jika diungkapkan dengan menggunakan kata 7/2’ maka

dalam fikih Islam memiliki arti 55l & 5 e el “Bersumpah tidak

akan menggauli istri”.**

Menanggapi hal itu, al-Qardawi mengutip perkataan Ibn ‘Abbas
yang mengatakan bahwa: “Pada masa jahiliyah, ketika suami
memerintahkan kepada istrinya supaya mengerjakan sesuatu, namun sang

istri menolak atau enggan mengerjakannya maka suami akan bersumpah

%3 Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahannya, 02: 226-227.
8 Al-Khazin, Lubab al-Ta’wil fi Ma‘ani al-Tanzil, vol.1 (CD Maktabahal-Shamilah), 227.
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tidak akan mendekati istrinya selama setahun, dua tahun atau tiga

tahun.®

Secara umum, ayat diatas memberikan petunjuk kapada para
suami / laki-laki agar dia tidak merugikan istrinya, mendorong mereka
agar mengakui hak-hak istri dan memberi kesempatan padanya untuk
membebaskan diri dari kekuasaan laki-laki yang menghalangi istri untuk

mendapatkan hak-hak biologisnya yang tak mungkin ditunda.

Jika kita teliti dengan seksama, ayat terebut hanya menyatakan
bahwa bagi para suami yang meng-7/a’ istrinya hendaklah memberikan
batasan waktu hingga empat bulan, dan ayat tersebut tidak memberikan
uraian sama sekali tentang hal-hal yang bersifat teknis, misalnya kreteria
suami yang bagaimana yang boleh meng-7/a’ istri, dalam keadaan
bagaiman suami boleh menjatuhkan 7/az°, apa hukum yang muncul jika
istri yang disumpah 7/2’ ternyata belum pernah digauli sama sekali dan

lain sebagainya.

Untuk itu, berawal dari redaksi ayat di atas yang masih global
dan belum ada rincian sama sekali, kemudian memunculkan keragaman
intepretasi dan pendapat diantara para ahli fikih sejak masa para sahabat,

tabi‘in sampai generasi-genersi setelah mereka.*

% al-Qardawi, ‘Awamil al-Sa‘ah wa al-Murunah, 46.

% Ibid.
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Dari perbedaan pemahaman tersebut menurut al-Qardawi,

terdapat tiga kreteria yang mewakili dari sekian banyak pendapat pada

pembahasan 7/2°, yaitu:*’

Pertama: Tentang status suami. Sebagian ahli fikih mengatakan bahwa

sumpah 7/a’ tidak sah atau tidak diterima jika suami adalah
seorang dhimmi (seorang non muslim yang bertempat tinggal di
dalam kakuasaan pemerintahan Islam) kecuali jika dilakukan
dengan cara talak, 7/2’ tidak sah pula jika menggunakan lafad
“Allah”. Sedangkan menurut sebagian ulama yang lain, 7/a’
menggunakan kata “Allah” sah adanya sebagaimana sah-nya

ila’ diucapkan oleh suami yang dhimmi.

Kedua: Status istri. Sebagian ulama mengatakan bahwa dalam kasus 7/2°,

jika istri belum pernah digauli sama sekali maka 7/2 yang
diucapkan suami tidak berlaku. Sedangkan menurut sebagian
ulama lain mengatakan bahwa istri yang pernah digauli ataupun
yang belum pernah digauli sama sekali dalam kasus 7/a’

hukumnya sama saja dan tidak ada perbedaan.

Ketiga: Keadaan suami. Mayoritas ahli fikih mengatakan bahwa 7/a’ sah

hukumnya diucapkan dalam keadaan atau kondisi apapun, baik
dalam keadaan marah ataupun kondisi normal. Namun menurut

pendapat lain mengatakan bahwa 7/a’ tidak sah hukumnya

87 Tbid.
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kecuali jika diucapkan dalam keadan marah (pendapat ‘Ali dan

Ibn ‘ Abbas).®

Dalam permasalahan 7/2° keragaman intepretasi terhadap ayat
tidak terbatas pada hal-hal diatas saja namun akan terus berlanjut pada
pembahasan-pembahasan yang lain dimana ulama satu dengan yang lain
berbeda pendapat mengenai iplementasinya mengingat ayat tentang 7/a’
dengan sengaja tidak menyebutkan teknis ataupun rincian melainkan
dengan redaksi yang global dan universal. Semua hal itu secara tak
langsung membuktikan bahwa nas menerima keragaman intepretasi

maupun pemahaman.

Contoh kedua dari faktor ketiga ini adalah al-hadith yang

membicarakan tentang muamalah, lebih khusus membahas tentang hukum
tidak diperbolehkannya mempermainkan harga pasar (Lwsdll Ge & LiaY)),

Dari sini kita akan mengetahui sejauh mana hadih itu mampu menampung

sejumlah pemahaman dan kreatifitas mujtahid.

Pada masa Rasulullah, suatu saat pernah terjadi lonjakan harga
yang begitu tinggi, kemudian beberapa sahabat datang padanya dengan
berkata: “Wahai Rasul, alangkah baiknya jika anda menurunkan harga”.
Rasul kemudian menjawab, “Seungguhnya Allah Maha Penggenggam,
Pemerluas, Pemberi rizki dan Penentu harga, dan aku berharap Allah

menurunkan ilham padaku, dan janganlah seseorang menentukan dengan

% Lihat, al-Qardawi, ‘Awamil al-Sa‘ah wa al-Murunah, 47.
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kegelapan yang akan menutupi dirinya sendiri dalam diri maupun

89
hartanya”

Pada riwayat lain menyebutkan bahwa telah datang seorang laki-
laki pada Rasulullah lalu berkata: “Wahai Rasul tentukanlah harga”,
Rasulpun menjawab: “Berdoalah kepada Allah”. Kemudian datang lagi
orang lain dan juga berkata: “Wahai Rasul tentukanlah harga”, Rasul
kemudian menjawab: “Allah-lah yang menaikkan dan menurunkan

2990

harga

Dari dua hadith diatas memberikan pengertian bahwa syariat
Islam menginginkan adanya kebebasan dalam perdagangan di pasar dan
mempercayakan naik-turunnya harga pada perkembangan pasar, sesuai

dengan hukum permintaan dan jumlah persediaan barang.

Melalui hadith tersebut, Rasul ingin menegaskan bahwa campur
tangan dalam kebebasan pribadi, campur tangan dalam produktifitas
perdagangan dan barang konsumsi merupakan perbuatan za/im yang harus
dihindari. Dari hadith itu pula, para ahli hadith membuat kesimpulan
bahwa penentuan harga hukumnya haram dan merupakan perbuatan

=91
zalim.

Sekalipun ahli hadith membuat kesimpulan bahwa penentuan
harga hukumnya haram, namun menurut sebagian ahli fikih tidak

demikian adanya. Menurut Imam Malik misalnya, campur tangan dalam

®Lihat, Abu ‘Abdillah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal Ibn Hilal Ibn Asad al-Shaibani,
Mousnad Ahmad Ibn Hanbal, vol 111 (Bairut: ‘Alam al-Kutub, 1998), 156.

“Abu Bakr Ahmad Ibn al-Husayn Ibn ‘Al al-Baihaqi, a/-Sunan al-Kubra , vol II (Hidar Abad:
Majlis Dairat al-Ma‘arif al-Nizamiyah, 1344 H.), 140.

' al-Qardawi, ‘Awamil al-Sa‘ah wa al-Murunah, 56.
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penentuan harga hukumnya boleh. Alasan utamanya adalah untuk
menghindari kerugian yang lebih besar (khususnya bagi pembeli). Atau,
memenangkan kemaslahatan para pembeli (pemilik andil terbesar dalam
jual-beli) dari pada memenangkan kemaslahatan para penjual yang relatif
lebih kecil andil dan jumlahnya. Bahkan, menurut al-Shafi‘i, pemerintah
campur tangan dalam penentuan harga pada saat harga memuncak

hukumnya boleh.”*

Dari paparan diatas, baik mengenai nas al-Qur’an yang
membicarakan tentang 7/a’ sekaligus keragaman intepretasinya, atau nas
berupa hadith yang membahas tentang penentuan harga pasar dan
berbagai pendapat tentang iplementasinya, dapat dikerucutkan menjadi
sebuah kesimpulan bahwa nas syariat baik berupa teks al-Qur’an ataupun
al-Hadith bisa menerima keragaman pemahaman ataupun intepretasi
sesuai dengan konteks maupun situasi-kondisi yang ada, dimana hal ini
secara tidak angsung bisa menjadi sebuah ajang pembuktian bahwa

hukum Islam fleksibel dan tidak kaku.

4. Faktor Keempat: Melindungi Hal-Hal Darurat dan Keadaan Tertentu (

Al Caglall g Hac g cl g puall dle )

Faktor keempat yang menjadikan syariat Islam luwes dan luas
perspektif al-Qardawi adalah fakta bahwa syariat Islam sangat
memperhatikan kebutuhan-kebutuhan, hal-hal darurat dan keadaan-

keadaan sulit dalam kehidupan manusia. Begitu pula syariat sangat

2 al-Qardawi, ‘Awamil al-Sa‘ah wa al-Murunah, 56-57.
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memperhatikan ~ keadaan terpaksa dan memperhatikan hukum

pengecualian.

Syariat melatakkan semua hal pada tempat dan porsinya
masing-masing sekaligus menetapkan hukum-hukumnya yang selaras

dengan tujuan umum syariat yaitu: mempermudah dan menghilangkan

kesulitan ( z ) pae 5 il )

Menurut al-Qardawi, al-Qur’an sebagai sumber utama hukum
Islam telah memberikan landasan sekaligus pijakan atas itu semua.

Terbukti dalam al-Qur’an terdapat doa yang berbunyi:

“Wahai Tuhan kami, jenganlah Engkau membebani kami dengan
beban berat sebagaimana Engkau bebankan pada orang-orang

sebelum kami”.**

Bagitu pula terdapat keterangan Allah mengenai ciri-ciri utusan-Nya,

yaitu:
ESAll agdle asans cluhll agd Jags JSiall (o aaleins g onally aa by

“la menyuruh mereka untuk mengerjakan kebaikan dan melarang
mereka dari mengerjakan kemunkaran; menghalalkan bagi mereka
hal-hal yang baik dan mengharamkan atas mereka hal-hal yang
buruk; dan melepaskan mereka dari beban berat dan belenggu yang
mengikat mereka”™”

% al-Qardawi, al-Figh al-Islam, 86.
% Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahannya, 02: 286.
% Ibid, 07: 157.
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Selain itu, Allah juga mempermudah kehidupan umat manusia yang

Allah nyatakan dalam akhir ayat tentang puasa, yaitu:
el oS5 20 0 Y s el oS5 3

“Allah menginginkan kemudahan bagimu dan Allah tidak

menginginkan kesulitan bagimu”.”®

Allah juga menyatakan dalam ayat lain, yang berkaitan dengan

pernikahan, yaitu berupa:
Lz () BI85 oSie Caidy of Al 2

“Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan

manusia dijadikan bersifat lemah”.”’

Penjelasan Allah yang terakhir, ada pada penutup ayat tentang faharah,

yaitu:

Zoa e oSile daad il 5 L

“Allah tidak hendak menyulitkan kamu”.”®

Bermula dari ayat-ayat terebut, kemudian para ahli fikih
merumuskan kaidah-kaidah fikih yang dapat dijadikan sandaran untuk
merumuskan hukum-hukum yang berakitan dengan keadaan darurat,
keadaan terpaksa dan keadaan sulit dalam kehidupan manusia. Kaidah-

kaidah tersebut diantaranya adalah:”

a. Kesukaran Menarik Kemudahan ( il s d85a)) )

** Ibid, 02: 185.

°7 Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahannya, 04: 28.
** bid, 05: 06.

9 al-Qardawi, ‘Awamil al-Sa‘ah wa al-Murunah, 62-63.
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Kaidah ini merupakan salah satu kaidah pokok yang telah
disepakati oleh para usuliyin dan termaktub pada hampir keseluruhan

kitab-kitab Qawa ‘id al-Fighiyah.""

Bedasarkan kaidah ini, banyak sekali kemudahan dan
keringanan dalam hukum Islam yang dapat ditetapkan bagi siapa saja
yang sedang mengalami kesulitan/kesukaran baik dalam konstruksi
ritual (“‘ubudiyah) ataupun bersosial (mu‘amalah), lebih khusus lagi
dalam keadaan sakit, sedang bepergian, atau sedang ‘udhur. Hadith

Nabi juga telah menyatakan bahwa:
Nigane 355 Ol oS LS dad ) (S5 ol ag ) )

“Sesungghnya Allah senang apabila kemudahannya (rukhsah)
dikerjakan, sebagai mana ia benci apabila larangannya
dilanggar”.""!

Dari kaidah itu, terdapat beberapa kaidah cabang dan
permasalahan-permaslahan yang bersifat kasuistik. Setiap kaidah yang

ada mengandung pengecualian tersendiri. Untuk lebih jelas dan lebih

'Kaidah _sesil) (las 483l merupakan kaidah yang ketiga dari lima kaidah pokok (Qa’idat al-
Kubra) yang diyakini oleh seluruh wusu/iyin mampu mencakup semua permaslahan fikih. Dasar
nas dari terbentuknya kaidah ini adalah ayat-ayat al-Qur’an surat Al-Bagarah, 185, Al-Nisa’, 28,
Al-Maidah, 06, al-Hajj, 78 dan hadith-hadith berikut: (OB2&l o 55) (pywaa | sinsi alg (p s aling Lail
kemudian hadith riwayat Imam Ahmad: U W& e ) oo o) talus ade A e A Jouy JB
kemudian hadith riwayat Bukhari-Muslim: L L sl JE2) ) ¢yl G plas s adde il doa i) Jsms ) 5 L
Wi & ol | kemudian hadith: s a3 Y5 15 9 dan hadith yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari
Jabir, yaitu: Aseull 4gially &iay | Lihat, Abi al-Fayd Muhammad Yasin Ibn ‘Isa al-Makki al-
Fadani, al-Fawaid al-Janiyah, Vol. 1 (Bairut: Maktab al-Buhuth wa al-Dirasat, 1997), 226-227.
Lihat pula, ‘Abd al-Haq, dkk, Formulasi Nalar Figh (Telaah Kaidah Figh Konseptual ) vol. 1
(Surabaya: Khalista 2005), 175-176.

"TAbu ‘Abdillah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal Ibn Hilal Ibn Asad al-Shaibani, Musnad
Ahmad, Vol. XIII (CD. Makatabah al-Shamilah), 32.
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konkrit mengenai rincian dan penjelasan tersebut bisa dilihat pada

hampir seluruh kitab maupun buku-buku tentang kaidah fikih.

b. Keadaan Darurat Membolehkan Hal-Hal Yang Dilarang ( <5 _nall

Syariat telah menetapkan ketentuan-ketentuan umum demi
menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia baik didunia maupun
akhirat. Dalam kondisi normal dan stabil semua terkena ketentuan
tersebut sekaligus wajib mentaatinya. Namun demikian, demi
tercapainya keberlangsungan hidup manusia, fikih telah memberikan
ketentuan khusus yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat darurat

dan mengancam keberlangsungan hidupnya.'**

Ketentuan-ketentuan khusus tersebut, kemudian oleh para
usuliyin dikodifikasikan menjadi sebuah kaidah-kaidah yang terkenal
dengan sebutan Qa‘idat al-Fighiyah, dimana dari kaidah-kaidah
tersebut mencakup permasalahan yang jumlahnya hingga tidak dapat
terhitung. Kaidah yang dimaksud diantaranya adalah kaidah <) ) 5 )

&l yshaall =S (keadaan darurat memperbolehkan hal-hal yang

103

dilarang).”~ Kaidah ini kemudian dilengkapi dengan kaidah yang

12al-Qardawi, ‘Awamil al-Sa‘ah wa al-Murunah, 63.

'K aidah tersebut menurut mayoritas penulis kitab kaidah fikih madhhab Shafi’i, merupakan sub
kaidah kedua, dari kaidah pokok berupa kaidah J\ )=l (Bahaya harus dihilangkan). Landasan
kaidah < shsall s &l ) pall adalah hadith riwayat Imam Malik dalam karyanya al-Muwatta’,
diriwayatkan oleh al-Hakim dalam karyanya al-Mustadrak dan diriwayatkan pula oleh Ibn Majah
serta al-Baihaqi, berupa hadith: J)»= ¥s ) »a ¥ (Tidak boleh membahayakan diri-sendiri dan
orang lain). Contoh dari kaidah ini adalah diperbolehkannya membuka aurat orang lain pada saat
pengobatan sedang berlansung. Hukum asal melihat aurat orang lain adalah haram, namun jika
dilakukan karena kondisi darurat maka hal itu diperbolehkan. Lihat, ‘Abd al-Haq, dkk, Formulasi
Nalar Figh, 223.
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serumpun yang mencegah terjadinya sifat berlebihan yang timbul
darinya, berupa kaidah: W& 3% 3y &l g pall @.ﬂ L (sesuatu yang
diperbolehkan karena darurat dibatasi sesuai dengan kadar
kebutuhannya) kamudian kaidah: sala <l s pall 43 J 55 dalall

e culs (hajat/kebutuhan terkadang dapat menempati kedudukan

darurat baik yang bersifat umum atau yang khusus).'**

c. Kondisi Terancam ( ol JSY! dlls )

Menurut al-Qardawi, terma ketiga ini juga termasuk dalam

sub/bagian dari faktor-faktor elastisitas hukum Islam yang keempat.

Diantara hal-hal dimana manusia diperbolehkan melakukan
suatu pekerjaan yang semestinya tidak boleh dikerjakan pada saat
kondisi normal adalah ketika ia sedang terancam. Jika ada seseorang
dipaksa oleh orang lain untuk mengerjakan sesuatu tanpa adanya
pilihan lain kemudian disertai pula dengan sebuah ancaman maka ia
tidak berdosa jika ia melakukan pekerjaan terebut sekalipun pekerjaan

itu berupa kufur (tindakan paling berat ancamannya dalam Islam)'®

Dalam al-Qur’an disebutkan:
Ol ialae 4l 5 0 ST (e V) ailay) 3ay (e Al SIS (e

“Barang siapa kufur kepada Allah sesudah dia beriman (maka dia
akan mendapatkan murka dari Allah), kecuali orang yang dipaksa

'%Untuk penjelasan lebih rinci tentang kaidah-kaidah tersebut bisa dilihat pada kitab atau buku-
buku tentang kaidah fikih.
%al-Qardawi, ‘Awamil al-Sa‘ah wa al-Murunah, 65.
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kufur padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak

106
berdoasa)”.

Dalam hadith juga disebutkan:
agle) s S Ly Glanatll 5 eladl) il e puia s il ()

“Sesungguhnya Allah telah menghapuskan dri umatku (dosa yang
diakibatkan oleh) kekeliruan (yang tidak sengaja), lupa, dan
sesuatu yang dipaksakan kepada mereka”.

Berawal dari keterangan al-Qur’an dan hadith diatas,
kemudian ahli fikih sangat memperhatikan topik pemaksaan tersebut
terlebih ulama madhhab Hanafi Mereka menjadikannya satu bahasan
tersendiri dan menjadikannya sebuah kitab yang khusus membicarakan
tentang pemaksaan yang kemudian diberi judul ‘) SY) ”. Kitab ini
memahas apapun yang terkait dengan pemaksaan dan ancaman, yakni

meliputi batasan-batasan ancaman, syarat-syarat, akibat buruknya.'*®

5. Faktor Kelima: Perubahan Fatwa Sebab Perubahan Waktu, Ruang,
Keadaan dan Tradisi Jlsa¥ls a€a¥ly du)¥) iy il i )
cil,e Yy

Faktor kelima atau terakhir yang menjadikan hukum Islam elastis

perspektif al-Qardawi adalah adanya konsep perubahan fatwa seiring

dengan perubahan waktu, ruang kondisi dan tradisi masyarakat. Menurut

1% Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahannya, 16:106.

"""Muhammad Ibn Isma‘il al-Amir al-Yamani al-San‘ani, Subu/ al-Salam (Libanon: Dar al-Kutub
al-Ilmiyah, 2004), 79.

198 al-Qardawi, ‘Awamil al-Sa‘ah wa al-Murinah, 65.
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al-Qardawi, dengan adanya konsep ini fikih Islam dapat mengakomodir

perubahan masyarakat yang akan terus mengalami perkembangan.'®

Sudah maklum, jika kita meneliti nas-nas yang ada, baik berupa
teks al-Qur’an ataupun hadith, maka tujuan utama syariat adalah
mewujudkan kemaslahatan semesta, menegakkan keadilan,
menghilangkan segala macam ke-zalim-an, dan segala macam kegiatan
yang merusak kedamaian dunia. Hal ini harus selalu diingat dan
diperhatikan oleh para ahli fikih dalam upayanya mengintepretasikan nas
dan mengiplementasikannya dalam kehidupan nyata, sehingga ia
terhindar dari sikap bersikukuh atau terpaku dan berpegang pada satu
pendapat seumur hidup sekalipun situasi, kondisi, dan trasidi terus

berubah.

Para ahli fikih tidak boleh ekslusif dan menutup diri dari
perubahan dan perkembangan zaman sehingga fatwa yang diberikan tidak
lagi relevan apalagi aplikatif. Ahli fikih dalam setiap merumuskan hukum
dan memberikan fatwa harus selalu bertumpu dan bersandar pada tujuan-

tujuan utama syariat ( 4l 4=y il aaléa)  dan tidak harus selalu

~»110

berpegang teguh pada satu pendapat dari fugaha’.

Al-Qardawi, mengutip pernyataan Ibn Qayyim dan ulama lain
bahwa fatwa harus selalu berubah dan berbeda-beda sesuai dengan
perubahan waktu, ruang, kondisi dan motivasi. Lebih lanjut Ibn al-

Qayyim menjelaskan bahwa perubahan fatwa hanyalah bertujuan untuk

19 al-Qardawi, al-Figh al-Islami, 86. Lihat pula, Ibid, 70.
"0al-Qardawi, ‘Awamil al-Sa‘ah wa al-Murunah, 70.
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merealisasikan kemaslahatan manusia, sebab syariat Islam berlandaskan

kemaslahatan dan tidak menghendaki kesukaran dan kesulitan.'"'

Namun demikian, tidak semua hukum menerima perubahan
disebabkan perubahan waktu, ruang dan tradisi. Diantara hukum-hukum
Islam, terdapat pula hukum yang bersifat tetap dan abadi sehingga tidak
menerima terhadap perubahan dan perbedaan pendapat walaupun zaman,

kondisi, dan situasi berubah.''?

Untuk menjelaskan hal-hal tersebut, al-Qardawi
mengklasifikasikan hukum Islam menjadi dua kelompok besar, yaitu:
Pertama, hukum-hukum yang sama sekali tidak berubah dari ketentuan
tunggalnya sejak semula, dan ia tidak terpengaruh oleh perkembangan
ruang, waktu dan ijtihad para ahli fikih. Hukum semacam ini antara lain
adalah hukum yang mengandung unsur kewajiban atau perintah,
larangan, dan ketetapan syariat mengenai hukuman terhadap tindakan
kriminal. Hukum-hukum ini tidak menerima perubahan atau ijtihad yang
menyalahi ketentuan yang ada. Kedua: hukum yang menerima perubahan
sesuai dengan tuntutan kemaslahatan yang ada, selaras dengan
perkembangan waktu, ruang, dan kondisi. Misalnya, tentang ukuran,
bentuk sanksi, cara pelaksanaan, dan apapun hal-hal yang bersifat cabang

(kecuali yang telah ditentukan) maka dalam hal ini syariat terbuka

"bn al-Qayyim, /7am al-Mugi‘in ‘an Rabb al-‘Alamin, Vol 1l (Bairut: Dar al-Kutub al-
‘[Imiyah, 1993), 11.
"2 al-Qardawi, ‘Awamil al-Sa‘ah wa al-Murunah, 72.
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terhadap perbedaan penafsiran sehingga hukum yang dihasilkan bisa

berubah dan disesuaikan dengan tuntutan kemaslahatan.'"

Dari uraian tentang faktor-faktor elastisitas hukum Islam diatas
dapat disimpulkan sementara bahwa fikih Islam bukanlah dogma yang
kaku, jumud, keras dan telah final, namun fikih Islam justru bersifat
elastis dan dinamis sehingga mampu mengimbangi lajunya perkembangan
zaman. Mengingat betapa luasnya medan netral yang belum memiliki
ketentuan hukum, dan nas syariat hanya memuat prinsip-prinsip pokok
dan hanya memuat hukum yang bersifat univeral saja maka membuka
peluang kepada para mujtahid untuk kreatif mengisi medan tersebut
dengan menggali dan menetapkan hukum-hukum yang belum ter-cover
oleh nas dengan menggunakan berbagai metode istinbat seperti Qiyas,
Istihsan, Istislah, ‘Urf dan metode lainnya sehingga fikih Islam dapat

disesuaikan dengan perubahan ruang, waktu, kondisi dan tradisi.

C. Landasan Historis Konsep Elastisitas Hukum Islam Perspektif Yusuf al-

Qardawi

Dalam sub bab kali ini, akan dibahas perkembangan sejarah yang
akan digunakan al-Qardawi sebagai cerminan sekaligus pijakan dan tolak
ukur dalam memunculkan konsepnya tentang elastisitas hukum Islam.
Berdasarkan sejarah-sejarah berikut, al-Qardawi dengan tegas mengatakan
bahwa hukum Islam sejak kemunculannya hingga kapanpun bersifat elastis

dan tidak jumud karena sejarah telah membuktikan bahwa hukum Islam

"Bbid, 72.
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selalu berkembang dan berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang
menyebabkannya.

Berikut penjelasan mengenai sejarah-sejarah perubahan hukum
Islam dari masa ke masa, yang yang menggambarkan betapa elastisitasnya
hukum Islam yang digunakan oleh al-Qardawi sebagai landasan historis
elastisitas hukum Islam.
1. Pedoman dari Sunnah''*

Sejarah pertama yang digunakan al-Qardawi sebagai landasan dan
pedoman dalam memunculkan konsepnya adalah berasal dari sunah Nabi
Muhammad SAW, yang mana dengan sunah-sunah yang akan dipaparkan
nanti akan dengan mudah ditemukan sebuah konklusi bahwa perubahan
fatwa dikarenakan perubahan faktornya.

Hadith berikut diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu
Hurairah, bahwa:
o, Al AT a4l gt sl 200 e Gl e o

s olgd M 1315 | o Al Gk 5 31 13

"“Pengertian Sunnah menurut etimologi adalah jalan, baik jalan tersebut terpuji ataupun tercela.
Sunnah dapat juga diartikan sebagai tradisi, apabila suatu perbuatan telah biasa dikerjakan
walaupun perbuatan tersebut tidak baik. Pengertian tersebut diambil dari pengertian hadith Nabi
yang berbunyi:
Qs 23] (A O o505 sl e 0l O i (g0 03n Lw e Gl La il all A B DLAY) (8 s 10
(plees s o) 5)) (o )l 38 0 gl ) e (s 03m 0 Ln e (00355 ) S5 4dle IS A
(Barang siapa mengadakan suatu sunnah (jalan) yang baik, maka baginya pahala atas
perbuatannya itu dan pahala orang-orang yang mnengerjakannya hingga hari kiamat. Dan barang
siapa mengerjakan suatu sunnah yang buruk maka ia berdosa atas perbuatannya itu dan
menanggung dosa orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat). Adapun sunnah menurut
istilah, ulama berbeda pendapat, namun apabila diambil garis besarnya adalah segala yang yang
disandarkan pada Nabi SAW baik berupa perkataan (gawli), ketetapan (¢aqriri), perbuatan (£7 75),
pengajaran, sifat, keadaan maupun perjalanan hidup beliau, baik yang terjadi sebelum ataupun
sesudah diangkat sebagai Rasul. Lihat, Noor Sulaiaman PL, Antologi Ilmu Hadits (Jakarta:
Gaung Persada Press, 2008), 8-9.
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“Seseorang bertanya pada Nabi mengenai hukum bersentuhan
(memeluk ketat) dengan istri bagi orang yang berpuasa,
kemudian Nabi memberi keringanan padanya, lalu datang orang
lain bertanya (sama), kemudian Nabi melarangnya. Ternyata,
orang yang diberi keringan adalah orang tua, dan orang yang
dilarang Nabi adalah pemuda

Hadith tersebut dinyatakan oleh al-Qardawi sebagai hadith
yang sanad-nya da‘if (lemah), dan tidak mungkin dijadikan sandaran

untuk menetapkan hukum.'"

Namun, hadith tersebut mendapat dukungan
dari hadith lain sehingga menjadi lebih kuat. Hadith yang dimaksud
adalah diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam kitab
musnadnya, dari sahabat ‘Abdullah ibn ‘Amr Ibn ‘As, bahwa:

N dE e aila Uy Jdl ) A Jeu) b JE ) il elad o pa ) die LS
, oan ) liany Hlaid | ami 1 Sailoa Ul J1 ) Jsny bt 18 2l olad
" anads lla gadll o)) | ars A aSiany i Caale 880 A J sy Jld

“Suatu ketika kami sedang bersama Nabi, kemudian datang seorang
pemuda lalu bertanya, “Wahai Rasul, Bolehkah aku mencium istriku
ketika aku puasa?”’, Rasul menjawab: “Tidak”, kemudian datang
seorang tua bertanya, “Wahai Rasul, Bolehkah akau mencium istriku
ketika aku puasa?” jawab Rasulullah: “Ya”. Kemudian Kami saling
memandang. Rasul kemudian bersabda: “Aku tau kalian saling
memandang, sesungguhnya orang tua yang telah cukup umur lebih

bisa mengendalikan diri”.''®

Tidak hanya kedua hadith tersebut yang dijadikan al-Qardawi
sebagai landasan dan pedoman dimunculkannya konsep elastisitas hukum

Islam, namun masih banyak lagi hadith yang ia gunakan sebagai rujukan,

"5 al-Qardawi, ‘Awamil al-Sa‘ah wa al-Murunah, 77.
""°Abu ‘Abdillah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal Ibn Hilal Ibn Asad al-Shaibani, Musnad
Ahmad, vol XIII (CD. Makatabah Shameela), 439.
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misalnya, hadith yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Salamah Ibn al-
Akwa‘ bahwa:
Alall S Ll | e Ay (A By, A0 ey Caay D oSie a0
| saxdal 5 151S 1 JE ¢ bl aladl 6 Lled LS Jadi Al Jsmy b o) 5l Jiaall
Mg | gt O o Jla - a5 aad gl - g Gl S aladl Gl (a1 AT
“Barang siapa diantara kalian menyembelih kurban dan tiga hari

telalah berlalu maka jangan menyisakan sesuatupun dari kurban itu
di rumahanya”. Berselang satu tahun kemudian, para sahabat

bertanya lagi: “Ya Rasul, akankah kami melakukan hal
sebagaiamana yang telah kami lakukan pada tahun kemarin?” jawab
Rasulullah: “Makan dan memberi makanlah kalian dan simpanlah
(sisanya). Sesunggunya tahun kemarin masyarakat masih dalam
keadaan sulit, maka aku ingin kalian membantu mereka”'"’
Hadith tersebut dikuatkan dengan hadith lain, berupa:
“lga & G & aal) e 1508y ) o il iy " 2 sl e oS Ll
“Sesungguhnya aku larang kalian (menimbun daging) karena
rombongan yang datang”, yakni sekelompok orang yang datang ke
Madinah dari luar Madinah™.'"®
Maksud dari hadith di atas adalah Nabi SAW melarang para
sahabat menimbun daging kurban setelah lewat tiga hari. pelarangan
tersebut adalah pada waktu tertentu, untuk situasi tertentu, dan karena ada
faktor tertentu pula, yakni (ketika itu) karena adanya tamu-tamu yang
datang dari kota luar Madinah yang harus dimulyakan dan dihormati
sedemikian rupa, dengan manyajikan masakan-masakan dari daging

kurban. Ketika keadaan ini berlalu dan faktor penyebabnya telah hilang

maka secara otomatis hilang pula ketentuan yang telah difatwakan oleh

""" Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Vol. 111, 493-494.
"8 Abi al-Husayn Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qushayri al-Naysaburi, Sahih Muslim (Bairut: Dar al-
Kutub al-‘Ilmiyah, 2008), 301.
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Rasulullah tersebut. Jadi, suatu hukum yang muncul karena adanya ‘///at
maka ketika %//at tersebut hilang secara otomatis hukum tersebut juga
akan hilang.'"”

Dalam hadith lain, dengan jelas dapat pula dimengerti bahwa
Nabi SAW pernah mengubah fatwa hukumnya dari sebuah larangan
menjadi kewenangan. Beliau bersabda:

"1 yaals ) sanal g ) 5ISE ALY asal Jlas) e aSis s

“Aku pernah melarang kalian menimbun daging kurban, (maka
sekarang) makanlah, dan memberi makanlah, dan menimbunlah
kalian.”'%

Hadith-hadith tersebut dengan jelas telah memberikan sebuah
fakta bahwa Nabi SAW, dalam suatu masa pernah memfatwakan agar
para sahabat tidak menimbun daging kurban, namun di kemudian hari
mengubah larang tersebut menjadi kewenangan ketika situasi dan kondisi
berubah.

Sebagai penutup dari contoh-contoh sejarah yang berasal dari
sunnah yang menggambarkan fleksibilitas hukum Islam adalah kenyataan
bahwa Nabi SAW pernah menjawab satu persoalan dengan berbagai
jawaban. Hal ini disebabkan karena keaadan si penanya berbeda satu sama
lain. Dalam hal ini Nabi SAW memberikan jawaban dan jalan keluar yang

relevan dan cocok, sesuai dengan kondisi masing-masing penanya. Salah

"9 al-Qardawi, ‘Awamil al-Sa‘ah wa al-Murinah, 78.

'’Malik Ibn Anas Abu ‘Abdillah al-Asbahi, a/-Muwatta’ (Mesir: Dar Thya’ al-Turath al-*Arabi),
484. Lebih lanjut al-Qardawi menjelaskan bahwa, mayoritas ulama yang memperbolehkan ziarah
qubur dengan menggunakan dalil berupa hadith: Wy, ¥ sl 3,45 ge oSigs <€ dasar
pembolehannya bukanlah dengan menggunakan bab nasakh, melainkan, seperti yang disampaikan
oleh al-Shafi‘i dalam karyanya a/-Risalah pada akhir bab al-‘//al Fi al-Hadith bahwa pembolehan
tersebut masuk dalam pembahasan menghilangkan hukum karena hilangnya G//at ( ¢&5Y 2Sall &
4ile ). Lihat, Muhammad Ibn Idris al-Shafi7, a/-Risalah (Mesir: Maktabah al-Halabi, 1940), 211.
Lihat pula, /bid.
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satu contoh adalah ketika Nabi SAW ditanya tentang amal perbuatan
apakah yang paling mulia, maka jawaban Rasul berbeda-beda. Mula-mula
Nabi SAW menjawab “Iman kepada Allah dan Rasulnya”. Ketika ada
pertanyaan lagi, jawaban Rasul ganti “Jihad di jalan Allah”. Kemudian
ada yang bertanya lagi, Rasul menjawab “Haji yang mabrir™*'
2. Petunjuk dari Sahabat Nabi
Bagi siapa saja yang memperdalam ilmu sejarah, khususnya
sejarah hukum Islam dengan mudah akan menemukan kesimpulan bahwa

sahabat Nabi SAW adalah orang-orang yang paling sering menggunakan

kaidah perubahan fatwa sebab berubahnya hal-hal yang menyebabkannya
(Leha 90 ity (s 58l %) %% Terdapat banyak contoh mengenai hal ini,

diantaranya adalah sebagai berikut:
a. Perubahan Fatwa Dalam Kasus Peminum Arak
Telah maklum adanya bahwa pada zaman Nabi SAW bentuk
hukuman bagi peminum arak belum ditentukan dan digariskan secara
konkrit. Hukuman bagi peminum arak hanyalah sebatas fa‘zir.'*> Hal
ini dapat kita lihat pada hadith yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari

‘Utbah Ibn al-Harith, bahwa:

12! al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, 374.

122 al-Qardawi, ‘Awamil al-Sa‘ah wa al-Murunah, 82.

' Ta‘zir secara etimologis berasal dari kata ‘Azzara yang bersinonim dengan kata g
(mencegah) dan kata 2 (menolak). Secara terminologi masing-masing ulama dalam memberi
definisi fa‘zir berbeda-beda walaupun secara subtansial mengarah pada satu pengertian yang
sama, namun secara spesifik 7a‘zir dapat dimengerti sebagai hukuman atas tindak pidana yang
mana hukumannya belum ditetapkan oleh shara’ dan elemennya adalah kemaksiatan yang tidak
ada hukuman /ad dan kafarat atau gisas-diyah. Lihat selengkapnya, Sahid, HM, Pomografi:
Dalam Kajian Figh Jinayah (Surabaya: Sunan Ampel Press, 2011), 15-18.
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e pals e (338 ) S s Ol bl Qlasis 2 pa ) ()
A i (yad iS5 Jlail) g yall o g0y O ) b
“Nu’aiman atau Ibn Nu’aiman, ia seorang pemabuk, dibawa
mengahadap Nabi SAW, namun, beliau merasa berat untuk
menjatuhkan hukuman padanya dan memerintahkan kepada
mereka yang ada di rumah untuk memukulinya dengan ikatan
rumput dan sandal. Aku sendiri termasuk orang yang
memukulinya”'**
Hadith yang senada diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dia
berkata:
Lad 398 sl JB ol so ) :JB s 38 Ja a0 ga il

4 g bl alaiy @ jlall g san il

“Seorang laki-laki yang telah minum arak didatangkan pada
Nabi SAW. Kemudian beliau bersabda: “Pukullah dia”. Abu
hurairah berkata: “Maka kami pun memukulinya, diantara kami
ada yang memukul dengan tangannya, ada yang memukul
dengan sandalnya, ada pula yang memumukul dengan
bajunya”'?

Dua hadith diatas, dengan jelas memberikan penjelasan bahwa
hukuman bagi peminum arak adalah dipukul, walaupun Rasul tidak
memberikan penjelasan dengan konkrit tentang teknik pemberian
hukuman, apakah dengan menggunakan sandal, baju, seutas rumput
atau dengan menggunakan cambuk. Rasul tidak pula memberi batasan

tertentu tentang jumlah pukulan yang harus ditimpakan pada peminum

arak.

124 Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, 275.

'3 bid.
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Hal itu berbeda sama sekali dengan kasus peminum arak,

melalui hadith yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Nasa’i
dengan sanadyang kuat, dari sahabat Ibn ‘Abbas, dia berkata:

i) gall any b Sal )y Wil o guay ol a0 (e il (]

“Sesungguhnya Nabi SAW tidak memerintahkan memukul
peminum arak sama sekali pada suatu kesempatan”'*

Senada dengan hadith tersebut, masih diriwayatkan oleh Ibn ‘Abbas,

dia berkata:
Qi) Gaaall s sila Wl o e il Y 4 Gllile S da ) Gl
@“@)‘b(’b,‘ﬂmeuﬁ@ﬂcﬂhﬁm,uﬂuwhd\& Jaxs

“Ada seseorang minum arak kemudian mabuk, lalu dia dibawa
menghadap Rasulullah. Ketika tiba dihalaman rumah °Abbas,
peminum tersebut melepaskan diri dan masuk kerumah ‘Abbas.
Kemudian hal tersebut dilaporkan pada Nabi, beliau hanya tertawa
dan tidak memerintahkan apa-apa”'’

Dari uraian beberapa hadith diatas jika mengerti dengan
sepintas dan tidak difahamai dengan sudut pandang pencanangan
hukum (zashri‘) maka akan menimbulkan kesan kontradiktif pada diri
pembaca. Padahal kenyataannya tidak demikian. Hadith-hadith
tersebut merupakan kenyataan yang menarik dari segi elastisitas
hukum Islam. Ketika Islam masih lemah, Rasul tidak memberikan

hukuman cambuk atas peminum arak, namun ketika Islam sudah kuat

maka Rasul menetapkan hukum tersebut walaupun tidak menjelaskan

"2Hadith tersebut diriwayakan oleh Abu Dawud dan Nasai dengan sanad yang kuat dari
sahabat Ibn ‘Abbas. lihat, Ahmad Ibn ‘Ali Ibn Hajar al-‘Asqalani, Fath al-Barri, vol XII (Bairut:
Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003), 85.

"7 Ibid.
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batasan jumlah ataupun teknisnya. Hal ini menunjukkan betapa Islam
itu luwes dan tidak kaku dan bisa mengikuti perkembangan.

Hukuman atas peminum arak terus berkembang dari masa ke
masa. Pada saat sahabat Abu Bakr menjabat sebagai khalifah, ia
menetapkan hukum cambuk sebanyak empat puluh kali, ketika ‘Umar
Ibn Khattab menjabat sebagai khalifah dan masyarakat menganggap
ringan atas hukuman tersebut maka ia menetapkan hukuman bagi
peminum arak adalah delapan puluh kali cambukan, ketika sahabat
‘Uthman Ibn ‘Affan menjabat sebagai khalifah, hukuman tersebut
dilaksanakan sebanyak delapan puluh dan empat puluh kali cambukan,
hal ini dan ketika ‘Ali Ibn Abi Talib menjabat khalifah, ia juga
menetapkan delapan puluh dan empat puluh kali cambukan.'®

b. Perubahan Fatwa Tentang Zakat Fitrah
Contoh lain yang diberikan oleh al-Qardawi dalam
menggambarkan ferm perubahan fatwa pada masa sahabat Nabi SAW
disebabkan faktor-faktor yang mempengaruhinya, adalah perubahan
fatwa tentang zakat fitrah.

Sebagaimana yang telah banyak diterangkan oleh hadith sahih

bahwa Rasulullah SAW telah mewajibkan atas semua umat Islam pada

akhir bulan Ramadan untuk mengeluarkan zakat fitrah sebanyak satu

'*Pengurangan jumlah cambukan yang dilakukan khalifah ‘Uthman dan ‘Ali, yang semula
delapan puluh menjadi empat puluh kali disebabkan karena terjadi pergeseran nilai dan perubahan
maenstream yang terjadi dalam masyarakat. Ketika keduanya melihat kondisi masyarakat
ternyata telah jera dengan hukuman cambuk sebanyak delapan puluh kali maka keduanya
mengubah hukuman tersebut menjadi empat puluh kali. Namun ketika diterapakan hukuman
cambuk empat puluh kali ternyata dianggap ringan oleh masyarakat dan minum-minuman arak
kembali merajalela maka keduanya menaikkan hukuman tersebut menjadi delapan puluh kali.
Lihat selengkapnya, al-Qardawi, ‘Awamil al-Sa‘ah wa al-Murunah, 84-88.



103

sa‘( £b=)"*’ makanan dari kurma, anggur, gandum atau keju. Namun,

sahih pula hadith yang menyatakan bahwa pada masa sahabat, banyak
dari mereka mereka mengeluarkan zakat fitrah hanya setengah sa‘
jagung. Hal ini mereka lakukan karena mereka berpendapat bahwa
setengah sa‘jagung nilai / harganya sepadan dengan satu sa‘ kurma
atau gandum basah. Lebih dari itu, al-Qardawi mengutip keterangan
yang disampaikan oleh Ibn Mundhir bahwa sahabat ‘Uthman, ‘Alj,
Abu Hurairah, Jabir, Ibn ‘Abbas, Ibn Zubair, Asma’ binti Abu Bakr
berpendapat bahwa zakat fitrah dapat dibayar dengan setengah sa°
jagung.130
c. Fatwa - Fatwa ‘Umar Ibn al-Khattab

Salah satu contoh yang benar-benar terlihat bahwa perubahan
hukum disebabkan karena faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah
mengenai gagasan khalifah ‘Umar untuk menghentikan / tidak
memberikan lagi bagian zakat atas orang-orang yang pada masa
Rasulullah SAW dan masa khalifah Abu Bakr dikenal dengan sebutan
al-Muallatah Qulubuhum (orang-orang yang lemah hatinya).

Menurut al-Qardawi, apa yang telah dilakukan oleh ‘Umar
tersebut bukanlah semata-mata ingin menghapuskan (nasakh) apa yang
telah ditetapkan oleh al-Qur’an dan hadith, atau menganulir sunnah

Nabi yang telah dilakukan Nabi hingga wafat, namun hal itu ia

'Satu sa‘ sama halnya dengan 4 mud, sedangkan satu mud jika dikonversi menjadi kilogram
maka sebesar 0,67979 kg. Lihat, Muhammad Ibn Isma‘il al-San‘ani, Subul al- Salam, 345. Hal
ini akan dijelaskan lebih rinci pada Bab I'V.

B0al-Qardawi, ‘Awamil al-Sa‘ah wa al-Murunah, 91. Lihat pula, al-Qardawi, Figh al-Zakah, vol.
11, 935-936.
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lakukan karena semata-mata melihat kenyataan bahwa pada waktu itu
Islam tidak lagi memiliki kebutuhan untuk merangkul orang-orang non
muslim agar memeluk agama Islam dan menguatkan hati orang-orang
yang baru masuk Islam, karena pada saat itu Islam telah besar dan
kuat. Tidak hanya itu, keputusan yang diambil ‘Umar tersebut
bertujuan untuk mencegah semakin banyaknya orang-orang yang
mengatasnamakan dirinya sebagai muallatah qulubuhum.""
Contoh lain dari pemikiran fikih ‘Umar yang mencerminkan
perubahan fatwa sesuai dengan perbahan situasi dan kondisi adalah
apa yang pernah dilakukannya pada masa krisis pangan, yang

kemudian terkenal dengan istilah 33| ale. Menghadapi krisis ini,

‘Umar mengeluarkan dua instruksinya yang sangat penting.
Pertama: menangguhkan penarikan kewajiban zakat binatang, yakni
unta, sapi, kambing sampai hilangnya bencana kelaparan atau
kekeringan, sampai turunnya hujan dan sampai normalnya
kehidupan sehari-hari. Kedua: memberikan kebijakan berupa tidak
memberikan hukum potong tangan atas para pencuri pada saat masa
krisis.'*?
d. Perubahan Fatwa Ibn ‘Abbas tentang Taubat Pembunuh

Diantara contoh-contoh perubahan fatwa karena perubahan
kondisi lagi adalah apa yang pernah difatwakan oleh Ibn ‘Abbas
tentang taubat pembunuh. Diceritakan bahwa suatu saat ada

seseorang datang menemui Ibn ‘Abbas dan bertanya, “Apakah orang

BUal-Qardawi, ‘Awamil al-Sa‘ah wa al-Murinah, 94.

32 1bid, 98.
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yang membunuh mempunyai kesempatan untuk bertobat?”, Ibn
‘Abbas menjawab, “Tidak, langsung ke neraka!”. Setelah orang
tersebut pergi para sahabat lain menemui Ibn ‘Abbas dan bertanya:
“Fatwa anda pada kami tidak begitu, apa yang terjadi hari ini?”
jawab Ibn ‘Abbas: “Aku melihatnya dalam keadaan sedang marah
dan hendak membunuh orang beriman.” Kemudian mereka
membuntuti orang tersebut dan mereka mendapatinya persis seperti
apa yang telah dikatakan oleh Ibn ‘Abbas.'>

Dari peristiwa tersebut, dengan jelas dapat dimengerti
bahwa hukum (fatwa) sangat ditentukan oleh faktor yang
menyebabkannya. Menguraikan peristiwa tersebut, lebih lanjut al-
Qardawi memberikan penjelasan bahwa Ibn ‘ Abbas melihat didalam
mata orang tersebut terdapat kilatan kebencian yang kuat dan ia
bernafsu sekali ingin membunuh. Untuk itu, Ia menginginkan fatwa
yang masih memberikan kesempatan taubat baginya. Melihat
kenyatan semacam itu, tentu saja Ibn ‘Abbas mencegah dan
menutup kesempatan baginya agar ia tidak melakukan perbuatan
terlarang tersebut.

Berawal dan berpijak pada apa yang telah dilakukan oleh Ibn
‘Abbas, para fugaha’ kemudian banyak menempuh cara seperti apa
yang telah dilakukan oleh Ibn ‘Abbas dalam berbagai kasus dan
masalah. Mereka memberikan hukum yang berbeda-beda sesuai

latar belakang belakang masalah dan kondisi mahkum ‘alaih. Kasus

33 1bid, 106.
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pembunuhan misalnya, mereka memberikan jalan keluar bagi orang
yang telah melakukan tindakan pembunuhan dan mereka mencegah
kepada orang yang hendak melukaknnya.'**

Dari uraian panjang diatas, sebagai penutup sekaligus sebagai
simpulan bab III bahwa adalah menurut Al-Qardawi, syariat Islam
terbagi atas dua bagian. Bagian pertama adalah mengandung hukum-
hukum yang bersifat tetap dan pasti (thubut dan gat‘i) yang telah
ditetapkan melalui nas-nas al-Qur’an dan a/-Sunnah yang telah jelas
petunjuk-petunjuknya. Bagian kedua ialah mengandung hukum-hukum
yang bersifat 7jtihadi yang pada tahapan berikutnya merupakan kajian
dalam ilmu bidang figh dan wushul fikih, yang telah digali dan
dikembangkan oleh ulama-ulama Islam. Bagian kedua inilah
merupakan bagian yang terbesar dalam syariat Islam karena ia

merupakan pembaharuan (zajdid) dan pengembangan (takwir) figh.'>

"**Masih banyak lagi contoh-contoh berupa sejarah yang menggambarkan betapa hukum Islam itu
luwes dan fleksibel yang telah dipraktekkan oleh generasi sahabat Nabi SAW, yang tidak
mungkin akan dipaparkan satu persatu. Diantara contoh-contoh yang penulis temukan dalam
karya al-Qardawi diantaranya adalah mengenai perubahan hukum mengenai pembagian tanah.
Pada era Rasulullah, daerah yang berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin akan dibagi sesuai
dengan aturan yang telah berlaku dalam al-Qur’an, dan yang empat perlima dibagi rata kepada
semua saja yang ikut terlibat dalam penaklukan. Namun, kebijakan semacam itu tidak lagi
dilakukan oleh khalifah ‘Umar, ia membiarkan daerah yang dikuasai dimiliki oleh pemiliknya,
hanya saja mereka diharuskan membayar retribusi (a/-kharraj). Contoh lain adalah mengenai
pengkodifikasian al-Qur’an, hal itu pada zaman Nabi merupakan tindakan yang dilarang akan
tetapi pada zaman khalifah ‘Uthman, secara resmi hal tersebut dilakukan mengingat semakin
sedikitnya jumlah para penghafal al-Qur’an karena banyak yang telah terbunuh di perang
Yamamah. Perubahan hukum/fatwa terus berlanjut hingga generasi 7abi ‘in, Tabi‘ al-Tabi ‘in dan
bahkan generasi seterusnya. Di masa Tabi‘in misalnya, ketika ‘Umar Ibn ‘Abdul ‘Aziz menjadi
Amir di Madinah, ia menerima persaksian satu orang dengan cukup disertai sumpahnya, namun
ketika ia memerintah di Sham, ia menerima persaksian jika dilakukan atas dua orang, karena
melihat kondisi setempat berbeda dengan kondisi yang ada di Madinah. Lihat selengkapnya, Ibid,
96-107.

"33al-Qardawi, Madkhal Ii Dirasat al-Shari‘ah al-Islamiyah. (Kairo: Maktabah Wahbah, 1990),
22-23.
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Dengan kata lain, figh Islam adalah bersifat thabit (tetap
yakni pada perkara-perkara yang bersifat usu/i dan kulli) dan bersifat
murunah (fleksibel serta mampu berkembang pada perkara-perkara

yang bersifat far7dan juz7)."*°

P Al-Qardawi, Shari‘at al-Islam Salihah Ii al-Tatbig fi Kull Zaman wa Makan. (Kairo: Maktabah
Wahbah. 1997, 204-244.



